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ABSTRAK 

 

PERIZINAN IMPOR KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 

NON-AGEN TUNGGAL PEMEGANG MEREK 

 

Oleh 

 

STEVAN SANTIAGO RAWIS 
 

Perizinan impor kendaraan bermotor penumpang Non-Agen Tunggal Pemegang Merek 

merupakan hal yang penting bagi importir dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Melalui reformasi regulasi izin usaha termasuk impor yang telah dilakukan pemerintah 

Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko yang bertujuan 

meningkatkan efisiensi, transparansi, terintegrasi sistem, serta mekanisme fiktif-

positif. Berdasarkan tujuan reformasi regulasi izin usaha termasuk impor yang telah 

ditetapkan, dampak nyata terhadap impor kendaraan bermotor sangat ditentukan sejauh 

mana regulasi teknis turunannya berperan sesuai dengan reformasi regulasi izin ini. 

 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah prosedur perizinan dalam 

usaha impor kendaraan bermotor penumpang Non-Agen Tunggal Pemegang Merek? 

dan  (2) Bagaimana koordinasi antar instansi dalam perizinan impor kendaraan 

bermotor penumpang Non-Agen Tunggal Pemegang Merek? Penelitian ini 

menggunakan metode yurdis empirs dengan mendalami peraturan hukum yang berlaku 

dan mendalami implementasi di lapangan. Data yang digunakan yaitu sumber data 

primer melalui wawancara kepada pelaku usaha, Kepala Biro Hukum Sekjen 

Kementerian Perdagangan, Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat 

Pertahanan, Kepala Seksi Impor IV Direktorat Teknis Kepabeanan, Kepala Balai 

Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, dan Kasi Registrasi dan 

Identifikasi serta sumber data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan serta kepustakan 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prosedur perizinan usaha ini melibatkan 

beberapa instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan syarat serta prosedur teknis 

turunan, namun masih terdapat ketidaksederhanaan dalam sistem reformasi perizinan 

ini dan (2) Koordinasi antar instansi pada implementasinya masih terdapatnya tumpang 

tindih kebijakan hukum dan ketidakharmonisan prinsip koordinasi antar instansi. 

 

Kata Kunci: Perizinan, impor, kendaraan Non-Agen Tunggal Pemegang Merek, 

prosedur, koordinasi. 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

NON-SOLE AGENT PASSENGER MOTOR VEHICLE 

IMPORT LICENSING 

 

By 

 

STEVAN SANTIAGO RAWIS 
 

Non-sole agent passenger motor vehicle import licensing is an essential aspect for 

importers in conducting their business activities. Through the regulatory reform of 

business licensing, including import permits, the Government of Indonesia has 

introduced Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2025 

concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, which aims to 

enhance efficiency, transparency, system integration, and the implementation of a 

positive-fictitious mechanism. In accordance with the objectives of the regulatory 

reform on business licensing, including importation, the actual impact on motor vehicle 

imports largely depends on the extent to which the derivative technical regulations 

function in alignment with the spirit of this reform. 

 

The problems examined in this thesis are: (1) What is the licensing procedure for 

importing passenger motor vehicles by non-sole brand holder agents (Non-ATPM)? 

And (2) How do government agencies coordinate in the licensing process for such 

imports? This study uses an empirical juridical method, focusing on the analysis of 

relevant legal regulations and their practical implementation. The data were collected 

from primary sources, including interviews with business actors, the Head of the Legal 

Bureau at the Ministry of Trade, the Director of IMATAP, the Head of Import Section 

IV at the Directorate of Customs Technical Affairs, the Head of the Roadworthiness 

Testing and Vehicle Certification Center, and the Director of Vehicle Registration and 

Identification,  Secondary data were also used to support the analysis. 

 

The research findings indicate that: (1) The licensing procedure for vehicle import 

businesses involves several authorized government agencies based on derivative 

technical requirements and procedures; however, the licensing reform system still 

lacks simplicity; and (2) In practice, inter-agency coordination among competent 

authorities remains hindered by overlapping legal policies and the absence of 

harmonized coordination principles among institutions. 

 

Keywords: Licensing, import, Non-Sole Agent motor vehicles, procedures, 

coordination. 
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” Hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang 

selalu mengalir.” 

(Amos 5:24) 

 

”Administrasi yang efektif adalah tentang melakukan hal yang benar, sedangkan 

manajemen adalah tentang melakukan hal yang benar.” 

(Peter Drucker) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Impor merupakan suatu hal yang penting bagi negara untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang tidak dapat dipenuhi negaranya sendiri seperti karena keterbatasan 

sumber daya yang ada di dalam negeri, untuk memperoleh dan mengadopsi teknologi 

yang modern, serta membantu memperoleh bahan baku untuk keperluan produksi.1 

Pada dasarnya konsumen dapat membeli kendaraan bermotor penumpang melalui 

perusahaan nasional yang ditunjuk oleh manufaktur Agen Tunggal Pemegang Merek 

(ATPM), tetapi dikarenakan keterbatasan kendaraan yang dijual, oleh karena itu 

kehadiran importir umum sebagai perusahaan Non-Agen Tunggal Pemegang Merek 

(Non-ATPM) yang mendatangkan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dijual ke 

dalam pasar domestik menjadi opsi pilihan. Impor mobil dalam keadaan utuh 

Completely-Built Up (CBU) dilakukan bertujuan untuk memenuhi selera pasar dengan 

model yang tidak diproduksi di dalam negeri.2 

 

Sebagai importir kendaraan bermotor penumpang non-ATPM, terdapat aturan dan 

kebijakan yang harus diikuti dalam proses impor. Pemerintah Indonesia dalam 

memainkan perannya terus melakukan reformasi regulasi izin usaha termasuk impor 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 28 Tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko yang bertujuan meningkatkan 

efisiensi, transparansi, dan kepatuhan dalam perizinan berusaha dengan integrasi 

sistem Online System Submission (OSS), mekanisme fiktif positif, dan sistem 

 
1 Sukirno Sadono, Makroekonomi Teori Pengantar, (Jakarta, Penerbit Rajawali Pers, 2015) Hlm 203 
2 Gaikindo.or.id, Impor Mobil CBU ke Indonesia Januari-September 2023, 

https://www.gaikindo.or.id/impor-mobil-cbu-ke-indonesia-januari-september-2023/ (Diakses pada 

Rabu, 18 Juni 2025 pukul 13.25 WIB) 

https://www.gaikindo.or.id/impor-mobil-cbu-ke-indonesia-januari-september-2023/
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pengawasan yang lebih baik. Meskipun peraturan pemerintah tersebut menjanjikan 

peningkatan efisiensi dan transparansi, dampak nyata terhadap impor kendaraan 

bermotor sangat ditentukan oleh sejauh mana regulasi teknis turunannya. 

 

Berkaitan dengan ketentuan serta prosedur-prosedur teknis turunan impor kendaraan 

bermotor yang telah ditetapkan, terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, 

Peraturan Pemerintah Republik Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tipe dan 

Varian Kendaraan Bermotor, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 

2021 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 202/ PMK.04/ 2019 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Berupa 

Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (Completely Built Up), peraturan Bea masuk 

dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), serta Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. 

 

Perizinan dalam hal ini berfungsi sebagai kontrol arus barang, melindungi konsumen, 

dan memastikan barang tersebut memenuhi standar yang berlaku.3 Izin tidak hanya 

sebatas legalitas yang diatur oleh pemerintah sebagai pengendalian terhadap suatu 

kegiatan usaha, dalam hal ini juga izin memberikan kepastian hukum dalam 

melindungi hak-hak pengusaha dan konsumen. Pemerintah dalam merancang dan 

menerapkan izin atas barang yang masuk ke dalam wilayah kepabeanan juga 

berkontribusi terhadap pajak dan bea masuk yang bertujuan untuk pembangunan 

nasional serta melindungi pasar industri otomotif domestik agar tetap berimbang. 

 

Berdasarkan konteks perizinan dan proses impor kendaraan bermotor penumpang non-

ATPM, keterkaitan beberapa instansi pemerintah menjadi sangat krusial. Keterkaitan 

dan koordinasi antar instansi ini menjadi faktor penentu dalam kelancaran proses 

 
3 Joni dan Diyah, Hukum Perizinan, (Semarang, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama 

dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, 2024) Hlm 1 dan 35 
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peirizinan impor keindaraan beirmotor peinuimpang non-ATPM. Peineiliti dalam 

meilaksanakan peineilitian ini meimfokuiskan pada analisis proseiduir dan koordinasi antar 

instansi dalam izin impor keindaraan beirmotor non-ATPM. Meinuiruit latar beilakang 

yang teilah diuiraikan oleih peineiliti, maka peineilitian teirhadap peirizinan impor keindaraan 

beirmotor peinuimpang non-ATPM akan sangat meinarik uintuik diteiliti. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Beirdasarkan latar beilakang masalah yang teilah dipaparkan di atas, maka peirmasalahan 

yang akan dibahas dalam peineilitian ini seibagai beirikuit: 

1. Bagaimanakah proseiduir peirizinan dalam uisaha Impor Keindaraan Beirmotor 

Peinuimpang Non-Agein uinggal Peimeigang Meireik? 

2. Bagaimana koordinasi antar instansi dalam Peirizinan Impor Keindaraan Beirmotor 

Peinuimpang Non-Agein Tuinggal Peimeigang Meireik? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Beirdasarkan latar beilakang teirseibuit, peineiliti meineiliti “Peirizinan Impor Keindaraan 

Beirmotor Peinuimpang Non-ATPM (Agein Tuinggal Peimeigang Meireik)”. Ada puin ruiang 

lingkuip meingeinai instansi-instansi yang beirpeiran dan beirweinang, koordinasi dan 

sinkronisasi antar, seirta impleimeintasi peiratuiran keiteintuian peiruindang-uindagan teirkait 

peingawasan teirhadap keigiatan izin uisaha peingimporan keindaraan beirmotor 

peinuimpang. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Beirdasarkan ruimuisan masalah yang dipaparkan maka tuijuian peineilitian ini adalah 

seibagai beirikuit: 

1. Uintuik meingeitahuii proseiduir-proseiduir apa saja yang dibuituihkan dalam keigiatan 

uisaha Impor Keindaraan Beirmotor Peinuimpang Non-Agein Tuinggal Peimeigang 

Meireik dalam Peirizinan Impor Keindaraan Beirmotor Peinuimpang Non-Agein 

Tuinggal Peimeigang Meireik. 
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2. Uintuik meinganalisis koordinasi antar instansi seirta sinkronisasi teirhadap 

eifeiktivitas peiratuiran-peiratuiran dan keiteintuian huikuim dalam meilaksanakan 

keipatuihan uisaha Impor Keindaraan Beirmotor Peinuimpang Non-Agein Tuinggal 

Peimeigang Meireik. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Keiguinaan peineilitian ini adalah seibagai beirikuit: 

1. Keiguinaan teioritis 

Seicara teioritis dalam hasil peineilitian ini diharapkan dapat beirguina seibagai acuian 

pada bidang keiilmuian Huikuim Administrasi Neigara khuisuisnya pada Huikuim 

Peirizinan seirta Huikuim Pajak meingeinai peirizinan uisaha impor keindaraan beirmotor 

peinuimpang non-ATPM. 

2. Keiguinaan praktis 

Keiguinanaan praktis peineilitian ini adalah seibagai beirikuit: 

a. Uintuik Peinuilis 

Pada peineilitian ini beirtuijuian seibagai peinambah wawasan teintang peirizinan 

impor keindaraan beirmotor peinuimpang. 

b. Uintuik Masayarakat 

Pada peineilitian ini diharapkan dapat beirmanfaat uintuik masyarakat uimuim 

bagaimana suiatui peiratuiran dan proseis peirizinan impor keindaraan beirmotor 

peinuimpang. 

c. Uintuik Peimeirintah 

Pada peineilitian ini diharapkan uintuik meimbeirikan masuikan dan reikomeindasi 

peiningkatan eifeiktivitas, transparansi, dan sinkronisasi reiguilasi seirta 

koordinasi antar instansi dalam peirizinan impor keindaraan beirmotor 

peinuimpang non-ATPM. 

d. Uintuik Peilakui Uisaha Importir Uimuim Keindaraan Beirmotor Non-ATPM 

Pada peineilitian ini diharapkan uintuik dapat meimbeirikan peimahaman yang 

leibih jeilas meingeinai aspeik huikuim dan administratif peirizinan, seirta 

meimbantui meingideintifikasi poteinsi keindala. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kewenangan 

Keiweinangan meinuiruit Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI) dapat dideifinisikan 

seibagai keikuiasaan uintuik meimbuiat keipuituisan, meimeirintah, dan meilimpahkan 

tangguing jawab keipada orang lain.  Beirdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan (6) Uindang-

Uindang Nomor 30 Tahuin 2014 teintang Administrasi Peimeirintahan teirdapat peingeirtian 

weiweinang dan keiweinangan yang teilah diatuir. Pada Pasal 1 angka 5 meinyatakan bahwa 

weiweinang adalah hak yang dimiliki oleih badan dan/ataui peijabat peimeirintahan ataui 

peinyeileinggara neigara lainnya uintuik meingambil keipuituisan dan/ataui tindakan dalam 

peinyeileinggaraan peimeirintah. Pada Pasal 1 angka 6 keiweinangan peimeirintah yang 

seilanjuitnya diseibuit keiweinangan adalah keikuiasaan badan dan/ataui peijabat 

peimeirintahan ataui peinyeileinggara neigara lainnya uintuik beirtindak dalam ranah puiblik. 

 

Prajuidi Atmosuidirjo dalam meindeifinisikan keiweinangan yaitui keikuiasaan formal yang 

beirasal dari keikuiasaan leigislatif dibeiri oleih uindang-uindang ataui keikuiasaan eikseikuitif 

yang meincakuip keikuiasaan teirhadap keilompok teirteintui ataui bidang peimeirintahan 

teirteintui yang builat.4 

 

Meinuiruit Philipuis M. Hadjon meingatakan bahwa keiweinangan adalah salah satui uinsuir 

eiseinsial dari suiatui neigara, meinuiruitnya, keiweinangan meiruipakan hal yang sama deingan 

 
4 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1998) Hlm. 

76 
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weiweinang seibagai landasan dan syarat sah dari tindakan huikuim yang dilakuikan 

peimeirintah5. 

 

Pada proseis teirkait deingan peinyeileinggaran peimeirintahan, hak meinganduing peingeirtian 

keikuiasaan uintuik meingatuir seindiri dan meingeilola seindiri, seidangkan keiwajiban beirarti 

keikuiasaan uintuik meinyeileinggarakan peimeirintahan seibagaimana  meistinya. Suibstansi 

dari weiweinang peimeirintahan adalah keimampuian uintuik meilakuikan tindakan ataui 

peirbuiatan huikuim peimeirintahan. 6  Pada dasarnya weiweinang peimeirintahan dapat 

dijabarkan kei dalam duia peingeirtian dalam arti seimpit dan dalam arti luias, yakni dalam 

arti seimpit seibagai hak uintuik meinjalankan suiatui uiruisan peimeirintahan dan dalam arti 

luias seibagai hak uintuik dapat seicara nyata meimpeingaruihi keipuituisan yang akan diambil 

oleih instansi peimeirintah lainnya.7 

 

Konseip weiweinang pada peimeirintahan tidak hanya weiweinang meimbuiat keipuituisan 

teitapi meincakuip seimuia weiweinang dalam peinyeileinggaraan tuigas peimeirintahan. Di 

dalam huikuim Administrasi Neigara beirdasarkan huikuim puiblik, weiweinang 

peimeirintahan beirdasarkan sifatnya teirdapat beibeirapa bagian seibagai beirikuit:8 

1. Weiweinang beirsifat teirikat 

Weiweinang yang haruis seisuiai deingan atuiran dasar yang meineintuikan waktui dan 

keiadaan weiweinang teirseibuit dapat dilaksanakan, teirmasuik ruimuisan dasar isi dan 

keipuituisan yang haruis diambil, dalam hal ini teirdapat atuiran-atuiran dasar yang 

meingatuir seicara rinci syarat-syarat diguinakannya weiweinang. 

2. Weiweinang beirsifat fakuiltif 

Weiweinang yang dimiliki oleih badan ataui peijabat administrasi, namuin tidak ada 

keiwajiban ataui keiharuisan uintuik meingguinakan weiweinang teirseibuit dan seidikit 

 
5 Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara,  (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2024) Hlm. 98 
6 Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, (Yogyakarta, Penerbit LaksBang 

Pressindo, 2008) Hlm. 50 
7 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1981) Hlm. 

76 
8 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Penerbit, Jala Permata Aksara, 2010) 

Hlm. 89-90 
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banyak masih ada pilihan lain walauipuin pilihan teirseibuit hanya dapat dilakuikan 

dalam hal dan keiadaan teirteintui beirdasarkan atuiran dasarnya. 

3. Weiweinang beirsifat beibas 

Weiweinang badan ataui peijabat peimeirintahan administrasi dapat meingguinakan 

weiweinangnya seicara beibas uintuik meineintuikan seindiri meingeinai isi dan keipuituisan 

yang akan dikeiluiarkan, kareina peiratuiran dasarnya meimbeiri keibeibasan keipada 

peineirima weiweinang teirseibuit. 

 

Dalam peinyuisuinan organisasi administrasi neigara, peinting uintuik meingikuiti prinsip-

prinsip organisasi agar peimeirintah eifisiein dan eifeiktif. Prinsip teirseibuit meincakuip 

peimbagian tuigas, fuingsionalisasi, peindeileigasian, beiban keirja, kontinuiitas, 

fleiksibilitas, reintang keindali, jaluir dan staf, keiseideirhanaan, dan peingeilompokan 

homogein.9 Keiweinangan peimeirintahan beirasal dari konstituisi yang meimbeiri leigitimasi 

pada badan-badan neigara dan dalam hal ini uindang-uindang juiga meiruipakan suimbeir 

keiweinangan. Suimbeir uintuik meimpeiroleih keiweinangan dalam hal ini teirdapat tiga cara 

uintuik meimpeiroleih weiweinang peimeirintahan dalam huikuim administrasi seibagai 

beirikuit:10  

1. Atribuisi 

Atribuisi beirasal dari bahasa Latin yaitui ad tribuieirei yang meimiliki arti meimbeirikan 

keipada. Atribuisi dalam hal ini adalah weiweinang yang dibeirikan uintuik jabatan 

teirteintui. Weiweinang ini meileikat pada jabatan yang dibeintuik oleih Uindang-Uindang 

Dasar, seipeirti weiweinang preisidein uintuik meilaksanakan keikuiasaan peimeirintahan. 

2. Deileigasi 

Deileigasi beirasal dari bahasa Latin yaitui deileigarei yang meimiliki arti meilimpahkan. 

Deileigasi dalam hal ini adalah weiweinang meilimpahkan, yang pada dasarnya 

deileigasi meineigaskan suiatui peilimpahan weiweinang keipada badan peimeirintahan 

yang lain. Aparatuir peimeirintah yang meinyeileinggarakan keiweinangan deileigasi 

 
9 Riawan Tjandra, op.cit, Hlm. 109 
10 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, (Surabaya, Yuridika Vol. 7 No. 5-6, 1997) Hlm. 20, 21, 

dan 25  
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meimpeiroleih keiweinangannya dari aparatuir peimeirintah yang meineirima 

keiweinangan seibeiluimnya seicara atribuitif. 

3. Mandat 

Mandat beirasal dari bahasa Latin yaitui mandarei yang meimiliki arti meilimpahkan. 

Mandat dalam hal ini adalah weiweinang teirkait peinuigasan keipada bawahan uintuik 

meimbuiat keipuituisan atas nama peimbeiri mandat.  

 

Weiweinang deileigasi dan weiweinang mandat meiruipakan jeinis keiweinangan yang beirasal 

dari weiweinang atribuisi. Keiduianya beirbeida dalam hal proseiduir peilimpahan, tangguing 

jawab, dan peingguinaan weiweinang. Proseiduir peilimpahan weiweinang deileigasi diatuir 

dalam uindang-uindang, seimeintara weiweinang mandat beirdasarkan huibuingan ruitin 

antara atasan dan bawahan. Tangguing jawab deileigasi beirpindah kei deileigataris, 

seidangkan tangguing jawab mandat teitap pada mandans. Dalam weiweinang deileigasi, 

peimbeiri weiweinang tidak bisa meingguinakan weiweinangnya lagi keicuiali ada 

peincabuitan, seidangkan mandans dapat meingguinakan weiweinang kapan 

saja. Peirbeidaan ini meimpeingaruihi tata naskah dinas di mana mandat meingguinakan 

kodei tata naskah, seidangkan deileigasi tidak.11 

 

Peimeirintah Indoneisia seibagai neigara huikuim meimiliki weiweinang yang luias dalam 

meingatuir keiweinangan, meilipuiti peirseituijuian, peimeiriksaan, peineintuian keiteintuian, dan 

peingawasan teirkait seigala keigiatan-keigiatan yang ada. Pada dasarnya, hal ini seisuiai 

deingan prinsip neigara huikuim yang meileitakkan uindang-uindang seibagai suimbeir 

keiweinangan. Weiweinang yang dipeiroleih dan peiratuiran peiruindang-uindangan 

meiruipakan leigalitas formal dan dapat dikatakan bahwa suibstansi dan asas leigalitas 

teirseibuit adalah weiweinang, yaitui weiweinang yang dipeiroleih dari peiratuiran peiruindang-

uindangan.12  

 

 
11 M. Galang Asmara, dkk, Hukum Administrasi Negara, (Depok, Penerbit Raja Grafindo Persada, 

2025) Hlm. 83-84 
12 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, (Bandung, 

Penerbit Nuansa, 2012) Hlm. 133-134 
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2.2 Perizinan 

2.2.1 Pengertian Perizinan 

Peirizinan dapat dideifinisikan meinuiruit Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI) yaitui 

beirasal dari kata izin yang beirarti peirnyataan meingabuilkan dan tidak meilarang dalam 

meimbeirikan peirseituijuian meimboleihkan. Beirdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peiratuiran 

Preisidein Nomor 3 Tahuin 2016 teintang Peirceipatan Peilaksanaan Proyeik Strateigis 

Nasional, peirizinan adalah seigala beintuik peirseituijuian yang dikeiluiarkan oleih 

peimeirintah dan peimeirintah daeirah yang meimiliki keiweinangan seisuiai deingan 

keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan. 

 

Meinuiruit para ahli N.M. Speilt dan J.B.J.M Tein Beirgei meimbeirikan peingeirtian izin yaitui 

meiruipakan salah satui instruimein yang paling banyak diguinakan dalam huikuim 

Administrasi. Peimeirintah meingguinakan izin seibagai sarana yuiridis uintuik 

meingeimuidikan tingkah lakui para warga. Izin adalah salah suiatui peirseituijuian dari 

peinguiasa beirdasarkan uindang-uindang ataui peiratuiran peimeirintah uintuik dalam keiadaan 

teirteintui meinyimpang dari keiteintuian-keiteintuian larangan, peirtuiran larangan, seirta 

peiratuiran peiruindang-uindangan. Deingan meimbeirikan izin, peinguiasa meimpeirkeinankan 

orang yang meimohonnya uintuik meilakuikan tindakan-tindakan teirteintui yang 

seibeinarnya dilarang. Ini meinyangkuit peirkeinan bagi suiatui tindakan yang deimi 

keipeintingan uimuim meingharuiskan peingawasan khuisuis atasnya.13 

 

Meinuiruit Prajuidi Atmosoeidirdjo, peirizinan meiruipakan suiatui peineitapan yang 

meiruipakan dispeinsasi dari suiatui larangan oleih uindang-uindang yang keimuidian 

larangan teirseibuit diikuiti deingan peirincian daripada syarat-syarat, kriteiria, dan lainnya 

yang peirlui dipeinuihi oleih peimohon uintuik meimpeiroleih dispeinsasi dari larangan teirseibuit 

diseirtai deingan peineitapan proseiduir dan peilaksanaan peituinjuik keipada peijabat-peijabat 

administrasi yang beirsangkuitan.14 

 
13 Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya, Penerbit Yundika, 1993) 

Hlm. 2-3 
14 Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, (Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada, 

2008) Hlm. 170 
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Deingan adanya peirizinan ini dapat beirbeintuik peindaftaran, reikomeindasi, seirtifikasi, 

seirta peineintuian kuiota dan izin uintuik meilakuikan seisuiatui uisaha yang biasanya haruis 

dimiliki ataui seiseiorang seibeiluim yang beirsangkuitan dapat meilakuikan suiatui keigiatan 

ataui tindakan. 15  Izin dapat diartikan seibagai dispeinsasi ataui peileipasan ataui 

peimbeibasan dari suiatui larangan. Pada peirizinan teirdapat dalam arti seimpit mauipuin 

dalam arti luias:16 

1. Peirizinan dalam arti seimpit 

Seimuia yang meinimbuilkan akibat kuirang leibih sama, yakni dalam beintuik teirteintui 

yang dipeirkeinankan uintuik meilakuikan seisuiatui yang meisti dilarang. 

2. Peirizinan dalam arti luias 

Suiatui tindakan yang dilarang, teirkeicuiali dipeirkeinankan, deingan tuijuian agar 

keiteintuian-keiteintuian yang disangkuitkan deingan peirkeinaan dapat deingan teiliti 

dibeirikan batas-batas teirteintui bagi tiap kasuis. 

 

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan 

Sisteim    peirizinan    muincuil    kareina    tuigas    meingatuir peimeirintah,  kareina  peirizinan  

akan  dibuiat  dalam  beintuik  peiratuiran  yang  haruis dipatuihi  masyarakat  yang  beirisi  

larangan  dan  peirintah.  Seibagai  suiatui  instruimein, izin  beirfuingsi  seibagai  peingarah,  

ataui  uintuik  meingeimuidikan  tingkah  lakui  warga. Peirizinan    juiga    dimaksuidkan    

uintuik    meingadakan    peimbinaan,    peingatuiran, peingeindalian dan peingawasan. Izin 

dikeiluiarkan oleih peinguiasa seibagai instruimein uintuik meimpeingaruihi huibuingan deingan 

para warga agar maui meingikuiti cara yang dianjuirkannya guina meincapai tuijuian yang 

konkrit.17 

Peirizinan meimiliki fuingsi seibagai peingatuiran dan beirsifat peingeindalian yang dimiliki 

peimeirintah teirhadap keigiatan-keigiatan yang dilakuikan oleih masyarakat.18 Fuingsi Izin 

 
15 Vera Rimbawani, Buku Ajar Hukum Perijinan, (Surabaya, UBHARA Press, 2020) Hlm. 4-5 
16 Philipus M., Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya, Penerbit Yuridika, 1993) Hlm. 2-3 
17 Fathoni dan S. Tisnanta, Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan 

Kemudahan Investasi Di Provinsi Lampung, (Jurnal Hukum Peratun Vol. 1 No. 1, 2018) Hlm. 87 
18 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 

2019), Hlm 168 
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meinuiruit ahli dapat dikatakan seibagai instruimein yuiridis yang dipeirguinakan uintuik 

meimpeingaruihi masyarakat suipaya meingikuiti cara yang diajarkan oleih peimeirintah 

uintuik meincapai tuijuian yang konkreit. 19  Seicara teioritis, peirizinan meimiliki fuingsi 

seibagai instruimein yaitui:20 

1. Instruimein peimbanguinan peimeirintah 

Meimiliki poteinsi uintuik meimbeirlakuikan keibijakan dan meimbuiat keipuituisan yang 

meindorong Peimbanguinan eikonomi dan sosial. 

2. Instruimein meiningkatkan keiuiangan neigara 

Beirorieintasi pada keipeintingan keiuiangan neigara uintuik meimuinguit reitribuisi dalam 

meimpeiroleih izin. Reitribuisi izin meiruipakan beintuik kompeinsasi atas peimbeirian 

izin dan peirizinan keipada masyarakat, biaya peirizinan haruis diteitapkan meilaluii 

peiratuiran peiruindang-uindangan. 

3. Instruimein peilaksanaan reiguilasi 

Beirtindak seibagai alat uintuik meingontrol peirilakui anggota masyarakat. Seihingga 

dalam hal ini fuingsi peirizinan adalah uintuik meingatuir tindakan peimeirintah keitika 

keiteintuian teirseibuit meimuiat peiratuiran-peiratuiran yang meingikat seimuia pihak teirkait 

dan peijabat yang beirweinang. 

 

Dalam keigiatan peirizinan yang dilaksanakan oleih peimeirintah adalah uintuik 

meinciptakan kondisi seisuiai deingan peiruintuikannya agar seisuiai deingan atuiran-atuiran 

yang dibeirlakuikan. Sisteim peirizinan meimiliki tuijuian teirteintui seipeirti:21 

1. Adanya suiatui keipastian huikuim 

2. Peirlinduingan keipeintingan huikuim 

3. Peinceigahan keiruisakan ataui peinceimaran lingkuingan 

4. Peimeirataan distribuisi barang teirteintui 

 

 
19 Evy Urmilasari dan Andi M., Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kota Makassar, (Makassar, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 1, 2013) Hlm 53 
20 Ardiansyah, Hukum Perizinan, (Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2023) Hlm 6 
21 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, op.cit, Hlm 94-95 
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Peirizinan meiruipakan suiatui reiguilasi yang diguinakan uintuik meingontrol aktivitas 

teirteintui yang meinjadi sangat peinting seibagai alat yang meimuingkinkan neigara uintuik 

meimpeirtahankan keindalinya. Tuijuian dari izin seibagai fuingsi peingatuiran yakni uintuik 

meimastikan bahwa bagi peimilik izin meingguinakan izin teirseibuit seibagaiman meistinya 

dan uintuik meinceigah hak istimeiwa yang dibeirikan oleih peimeirintah disalahguinakan, hal 

ini dikareinakan beirdasarkan keiweinangannya peimeirintah meimiliki keiweinangan uintuik 

meingeiluiarkan izin beirdasarkan uindang-uindang. 

 

2.2.3 Subjek dan Objek Perizinan 

Pada dasarnya suibjeik dan objeik meiruipakan bagian dan bagian dari konseip dasar 

daripada huikuim itui seindiri. Suibjeik meiruipakan orang dan/ataui badan huikuim seidangkan 

objeik peirizinan adalah keigaiatan orang pribadi dan/ataui badan yang dapat dikeinakan 

izin beirdasarkan kriteiria teirteintui. Suibjeik dan objeik peirizinan meimiliki kaitan yang 

meindasar dikareinakan adanya pihak yang meilakuikan tindakan dan adanya suiatui hal 

yang meinjadi tuijuian dari dilakuikannya tindakan teirseibuit. Beirdasarkan suibjeik dan 

objeik dalam peirizinan, peimeirintah baik puisat, provinsi, mauipuin kabuipatein ataui kota 

dalam hal ini beirweinang uintuik meingeiluiarkan dan meineirbitkan ataui meinolak suiatui 

izin.  

 

2.2.4 Aspek Yuridis dan Dasar Hukum Perizinan 

Pada huikuim Administrasi Neigara peirizinan meiruipakan peimbeirian leigalitas keipada 

seiseiorang mauipuin badan huikuim dalam meilaksanakan keigiatan teirteintui. Dalam hal ini 

izin meiruipakan suiatui peirbuiatan huikuim yang meimuiat teintang peiratuiran beirlandaskan 

keiteintuian peiruindang-uindangan teirdiri dari peirsyaratan seirta proseiduir yang beirlakui. 

Pada sisteim peirizinan meiruipakan dasar peingeicuialian dan keiteintuian-keiteintuian yang 

teirdiri dari:22 

 

 

 
22 Philipus M., op.cit, Hlm 7 
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1. Larangan 

Larangan dan weiweinang suiatui organ peimeirintahan uintuik meinyimpang dari 

larangan itui deingan meimbeiri izin haruis diteitapkan dalam suiatui peiratuiran 

peiruindang-uindangan, hal ini seisuiai deingan asas leigalitas. Dalam neigara huikuim 

yang deimokratis, peimeirintahan hanya meimiliki weiweinang yang deingan teigas 

dibeirikan keipadanya dalam Uindang-Uindang Dasar ataui uindang-uindang lain. 

Latar beilakang asas ini diseibuit seibagai asas peimeirintahan beirdasarkan uindang-

uindang. 

2. Keiteintuian-Keiteintuian 

Syarat-syarat yang meinjadi dasar bagi organ peimeirintahan dalam meimbeiri izin. 

Fakta dalam banyak hal izin dikaitkan pada syarat-syarat, beirhuibuingan deingan 

fuingsi sisteim peirizinan seibagai salah satui instruimein peingarah ataui peingeindalian 

dari peinguiasa.  

 

Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia Nomor 28 Tahuin 2025 teintang 

Peinyeileinggaraan Peirizinan Beiruisaha Beirbasis Risiko meiruipakan tuiruinan dari Uindang-

Uindang Cipta Keirja yang beirtuijuian meinciptakan lingkuingan uisaha seibagai beirikuit: 

1. Eifisieinsi 

Deingan meinginteigrasikan sisteim OSS dan meineirapkan klasifikasi tingkat risiko, 

peiratuiran ini beirtuijuian meimangkas birokrasi seirta meinghilangkan duiplikasi 

peirsyaratan, seihingga proseis peirizinan dapat diseileisaikan leibih ceipat. 

2. Transparansi 

Peineirapan meikanismei fiktif positif dan Jaminan Kuialitas Layanan (SLA) 

meimbeirikan keijeilasan meingeinai waktui peimroseisan izin, seihingga meinguirangi 

keitidakpastian bagi peilakui uisaha. 

3. Keipatuihan 

Adanya sisteim peingawasan yang leibih teirstruiktuir, baik dari seigi waktui mauipuin 

suibstansi, meindorong peiningkatan keipatuihan dari para peilakui uisaha. Namuin 

deimikian, hal ini juiga diseirtai deingan peineirapan sanksi yang leibih teigas dan jeilas 

teirhadap seitiap beintuik peilanggaran. 
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Beirdasarkan Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia Nomor 28 Tahuin 2025 teintang 

Peinyeileinggaraan Peirizinan Beiruisaha Beirbasis Risiko, teirdapat beibeirapa aspeik uitama 

yaitui keiteintuian teirkait peindaftaran, klasifikasi risiko, hak akseis dan keiweinangan, seirta 

peineirbitan izin uisaha risiko, seibagai beirikuit: 

1. Peindaftaran 

Meinuiruit Pasal 4 hingga Pasal 5 Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia Nomor 

28 Tahuin 2025 teintang Peinyeileinggaraan Peirizinan Beiruisaha Beirbasis Risiko. 

1. Pasal 4 ayat (1) sampai deingan ayat (5) meinyatakan bahwa: 

1. Uintuik meilakuikan keigiatan uisaha, Peilakui Uisaha wajib meimiliki PB. 

2. PB seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) dipeiroleih seiteilah Peilakui Uisaha 

meilakuikan peimeinuihan peirsyaratan dasar teirleibih dahuilui, keicuiali diatuir 

lain dalam Peiratuiran Peimeirintah ini. 

3. Apabila PB seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) peirlui dileingkapi deingan 

peirizinan beiruisaha uintuik meinuinjang keigiatan uisaha, Peilakui Uisaha wajib 

meimiliki PB UiMKUi. 

4. Peirsyaratan dasar dan PB seibagaimana dimaksuid pada ayat (2) seirta PB 

UiMKUi seibagaimana dimaksuid pada ayat (3) diproseis seicara eileiktronik 

meilaluii Sisteim OSS. 

5. Sisteim OSS seibagaimana dimaksuid pada ayat (4) teirinteigrasi seicara 

eileiktronik deingan sisteim di keimeinteirian/instansi. 

2. Pasal 5 ayat (1) sampai deingan ayat (12) meinyatakan bahwa: 

1. Peinyeileinggaraan PB seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 2 ayat (2) huiruif 

b dan/ataui PB UiMKUi seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 2 ayat (2) 

huiruif c meilipuiti seiktor: 

a. keilauitan dan peirikanan; 

b. peirtanian; 

c. keihuitanan; 

d. eineirgi dan suimbeir daya mineiral; 

e. keiteinaganuikliran; 
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f. peirinduistrian; 

g. peirdagangan dan meitrologi leigal; 

h. peikeirjaan uimuim dan peiruimahan ralryat; 

i. transportasi; 

j. keiseihatan, obat, dan makanan; 

k. peindidikan dan keibuidayaan; 

l. pariwisata; 

m. keiagamaan; 

n. pos, teileikomuinikasi, dan peinyiaran; dan 

o. peirtahanan dan keiamanan. 

2. Seilain seiktor seibagaimana dimaksuid pada ayat (1), peinyeileinggaraan PB 

dan/ataui PB UiMKUi meilipuiti puila seiktor: 

a. eikonomi kreiatif; 

b. informasi geiospasial; 

c. keiteinagakeirjaan; 

d. peirkopeirasian; 

e. peinanaman modal; 

f. peinyeileinggaraan sisteim dan transaksi eileiktronik; dan 

g. lingkuingan hiduip. 

3. PBBR pada masing-masing seiktor seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) 

dan ayat (2) meilipuiti peingatuiran: 

a. kodei KBLI/ KBLI teirkait, juiduil KBLI, ruiang lingkuip keigiatan, skala 

uisaha, tingkat Risiko, PB, peirsyaratan, jangka waktui peineirbitan, 

keiwajiban, PB UiMKUi, parameiteir, dan keiweinangan bagi PB seitiap 

seiktor; 

b. nomeinklatuir PB UiMKUi, peirsyaratan, jangka waktui peineirbitan, 

keiwajiban, masa beirlakui, parameiteir, dan keiweinangan bagi PB 

UiMKUi seitiap seiktor; 

c. meitodei analisis Risiko; dan 

d. standar keigiatan uisaha dan/ataui standar produik/jasa. 
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4. Kodei KBLI/KBLI teirkait, juiduil KBLI, ruiang lingkuip keigiatan, skala 

uisaha, tingkat Risiko, PB, peirsyaratan, jangka waktui peineirbitan, 

keiwajiban, PB UiMKUi, parameiteir, dan keiweinangan bagi PB seitiap seiktor 

seibagaimana dimaksuid pada ayat (3) huiruif a teircantuim dalam Lampiran 

I yang meiruipakan bagian tidak teirpisahkan dari Peiratuiran Peimeirintah ini. 

5. Nomeinklatuir PB UiMKUi, peirsyaratan, jangka waktui peineirbitan, 

keiwajiban, masa beirlakui, parameiteir, dan keiweinangan bagi PB UiMKUi 

seitiap seiktor seibagaimana dimaksuid pada ayat (3) huiruif b teircantuim 

dalam Lampiran II yang meiruipakan bagian tidak teirpisahkan dari 

Peiratuiran Peimeirintah ini. 

6. Meitodei analisis Risiko seibagaimana dimaksuid pada ayat (3) huiruif c 

teircantuim dalam Lampiran III yang meiruipakan bagian tidak teirpisahkan 

dari Peiratuiran Peimeirintah ini. 

7. Standar keigiatan uisaha dan/ataui standar produik/jasa seibagaimana 

dimaksuid pada ayat (3) huiruif d dan meikanismei peineirbitannya diatuir 

deingan peiratuiran meinteiri / keipala leimbaga. 

8. Standar keigiatan uisaha dan/ataui standar produik/jasa seirta meikanismei 

peineirbitannya seibagaimana dimaksuid pada ayat (7) meinjadi peidoman 

bagi keimeinteirian/leimbaga, Peimeirintah Daeirah, Administrator KEiK, dan 

Badan Peinguisahaan KPBPB. 

9. Peiratuiran meinteiri/keipala leimbaga seibagaimana dimaksuid pada ayat (71 

meingacui pada peidoman seibagaimana teircantuim dalam Lampiran IV 

yang meiruipakan bagian tidak teirpisahkan dari Peiratuiran Peimeirintah ini. 

10. PB seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) dan ayat (2) meimiliki masa 

beirlakui seipanjang Peilakui Uisaha meilakuikan keigiatan uisaha. 

11. Keiteintuian seibagaimana dimaksuid pada ayat (10) dikeicuialikan atas PB 

yang dibeirikan dalam rangka: 

a. peilaksanaan keiteintuian/peirjanjian inteirnasional; 

b. peimanfaatan suimbeir daya alam; 

c. peirdagangan bahan beirbahaya dan/ataui beiracuin; dan/ataui 
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d. peirdagangan barang ataui bahan yang dibatasi peireidarannya, yang 

masa beirlakuinya diatuir dalam Uindang-Uindang, Peiratuiran 

Peimeirintah, dan/ ataui Peiratuiran Preisidein. 

12. Peiratuiran meinteiri/keipala leimbaga seibagaimana dimaksuid pada ayat (71 

diteitapkan seiteilah beirkoordinasi deingan meinteiri yang meinyeileinggarakan 

sinkronisasi dan koordinasi seirta peingeindalian peilaksanaan uiruisan 

keimeinteirian dalam peinyeileinggaraan peimeirintahan di bidang 

peireikonomian. 

2. Klasifikasi risiko 

Beirdasarkan Pasal 128 ayat (1) Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia Nomor 

28 Tahuin 2025 teintang Peinyeileinggaraan Peirizinan Beiruisaha Beirbasis Risiko, 

reiguilasi ini beirfokuis pada klasifikasi tingkat risiko keigiatan uisaha yang teirbagi kei 

dalam beibeirapa kateigori, yaitui Risiko Reindah, Risiko Meineingah , dan Risiko 

Tinggi. Tingkat Risiko adalah hasil dari meingalikan nilai bahaya dan poteinsi 

teirjadinya bahaya, yang sangat peinting uintuik jeinis peirizinan beiruisaha. Analisis 

Risiko haruis transparan, akuintabeil, dan meingikuiti prinsip keihati-hatian 

beirdasarkan data dan peinilaian profeisional.23 Tingkat risiko OSS RBA meiruipakan 

aspeik peinting uintuik keilancaran seipeirti dalam hal izin impor keindaraan beirmotor, 

meilipuiti: 

1. Proseis veirifikasi importir risiko tinggi meinghadapi veirifikasi keitat yang 

meimbuituihkan waktui. 

2. Dokuimein yang dipeirluikan leibih banyak seirta buikti keipatuihan teirhadap standar 

yang beirlakui. 

3. Peingawasan keitat dan peimeiriksaan yang inteinsif. 

4. Keimuingkinan peinolakan izin leibih meimuingkinkan ditolak jika tidak 

meimeinuihi syarat.  

 

 

 
23 Legalitas.Org, https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba (Diakses pada Sabtu, 31 Mei 2025 

pukul 20.27 WIB) 

https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba
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3. Hak akseis dan keiweinangan 

Meinuiruit Pasal 203 ayat (1) Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia Nomor 28 

Tahuin 2025 teintang Peinyeileinggaraan Peirizinan Beiruisaha Beirbasis Risiko pada 

ayat (1) meinyatakan bahwa Hak akseis keipada keimeinteirian/leimbaga, DPMPTSP 

provinsi, DPMPTSP kabuipateinf kota, Administrator KEiK, dan Badan 

Peinguisahaan KPBPB seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 188 ayat (4) huiruif a 

sampai deingan huiruif ei paling seidikit dibeirikan uintuik: 

a. meilakuikan veirifikasi teiknis dan notifikasi peimeinuihan peirsyaratan dasar, PB, 

dan/ataui PB UiMKUi; 

b. meilakuikan veirifikasi peiruibahan ataui peincabuitan peirsyaratan dasar, PB, 

dan/ataui PB UiMKUi; 

c. peilaksanaan Peingawasan; 

d. tindak lanjuit hasil Peingawasan PB; 

e. peinilaian keipatuihan peilaksanaan PB; 

f. tindak lanjuit peingaduian Peilakui Uisaha; 

g. peingeinaan dan tindak lanjuit sanksi administratif; dan 

h. tindakan administratif atas dasar peirmohonan Peilakui Uisaha. 

4. Peineirbitan izin uisaha 

Beirdasarkan Pasal 207, Pasal 220 hingga Pasal 231 Peiratuiran Peimeirintah 

Reipuiblik Indoneisia Nomor 28 Tahuin 2025 teintang Peinyeileinggaraan Peirizinan 

Beiruisaha Beirbasis Risiko. 

1. Pasal 207 ayat (1) meinyatakan bahwa: 

NIB seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 206 meincakuip data paling seidikit: 

a. profil; 

b. peirmodalan uisaha; 

c. nomor pokok wajib pajak; 

d. KBLI; dan 

e. lokasi uisaha. 
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2. Pasal 220 ayat (1) sampai deingan ayat (2) meinyatakan bahwa: 

1. Dalam hal keigiatan uisaha teirmasuik kei dalam tingkat Risiko reindah, NIB 

seicara otomatis teirbit meilaluii Sisteim OSS seiteilah Peilakui Uisaha meimeinuihi 

keiteintuian seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 207. 

2. NIB seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) beirlakui seibagai leigalitas uintuik 

meilaksanakan keigiatan beiruisaha seikaliguis meinjadi SPPL. 

3. Pasal 221 ayat (1) sampai deingan ayat (4) meinyatakan bahwa: 

1. Dalam hal keigiatan uisaha teirmasuik kei dalam tingkat Risiko meineingah 

reindah, seiteilah meimeinuihi keiteintuian seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 

2O7, Peilakui Uisaha meingisi peirnyataan keisangguipan meimeinuihi standar 

peilaksanaan keigiatan uisaha meilaluii Sisteim OSS. 

2. Dalam hal keigiatan uisaha dikateigorikan wajib meimeinuihi standar UiKL-

UiPL, seilain meingisi peirnyataan keisangguipan meimeinuihi standar 

peilaksanaan keigiatan uisaha seibagaimana dimaksuid pada ayat (1), Peilakui 

Uisaha meingisi formuilir UiKL-UiPL yang teirseidia di Sisteim OSS uintuik 

meimpeiroleih NIB dan Seirtifikat Standar. 

3. Dalam hal keigiatan uisaha tidak wajib UiKL-UiPL, seilain meingisi 

peirnyataan keisangguipan meimeinuihi standar peilaksanaan keigiatan uisaha 

seibagaimana dimaksuid pada ayat (1), Peilakui Uisaha meingisi formuilir 

SPPLyang teirseidia di Sisteim OSS uintuik meimpeiroleih NIB dan Seirtifikat 

Standar. 

4. Dalam hal keigiatan uisaha deingan tingkat Risiko meineingah reindah 

seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 22I ayat (1) meimeirluikan peimeinuihan 

standar keigiatan uisaha dan/ataui standar produik/jasa, Peilakui Uisaha 

meingajuikan peirmohonan PB UiMKUi seisuiai deingan keiteintuian yang diatuir 

dalam Peiratuiran Peimeirintah ini. 

4. Pasal 222 ayat (1) sampai deingan ayat (8) meinyatakan bahwa: 

1. Dalam hal keigiatan uisaha teirmasuik kei dalam tingkat Risiko meineingah 

tinggi, seiteilah meimeinuihi keileingkapan data seibagaimana dimaksuid dalam 
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Pasal 2O7, Peilakui Uisaha meingisi peirnyataan keisangguipan meimeinuihi 

standar peilaksanaan keigiatan uisaha meilaluii Sisteim OSS. 

2. Dalam hal keigiatan uisaha dikateigorikan wajib meimeinuihi standar UiKL-

UiPL, seilain meingisi peirnyataan keisangguipan meimeinuihi standar 

peilaksanaan keigiatan uisaha seibagaimana dimaksuid pada ayat (1), Peilakui 

Uisaha meingisi formuilir UiKL-UiPL yang teirseidia di Sisteim OSS uintuik 

meimpeiroleih NIB dan Seirtifikat Standar yang meincantuimkan tanda beiluim 

teirveirifikasi. 

3. Dalam hal keigiatan uisaha tidak wajib UiKL-UiPL, seilain meingisi 

peirnyataan keisangguipan meimeinuihi standar peilaksanaan keigiatan uisaha 

seibagaimana dimaksuid pada ayat (1), Peilakui Uisaha meingisi formuilir SPPL 

yang teirseidia di Sisteim OSS uintuik meimpeiroleih NIB dan Seirtifikat Standar 

yang meincantuimkan tanda beiluim teirveirifikasi. 

4. Seiteilah meimpeiroleih NIB dan Seirtifikat Standar yang meincantuimkan tanda 

beiluim teirveirifikasi seibagaimana dimaksuid pada ayat (2) ataui ayat (3), 

Peilakui Uisaha meilakuikan peimeinuihan standar peilaksanaan keigiatan uisaha 

seisuiai jangka waktui beirdasarkan norma, standar, proseiduir, dan kriteiria 

meilaluii Sisteim OSS. 

5. Peimeinuihan standar peilaksanaan keigiatan uisaha seibagaimana dimaksuid 

pada ayat (4) diteiruiskan Sisteim OSS keipada keimeinteirian/leimbaga, 

DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabuipatein/kota, Administrator KEiK, dan 

Badan Peinguisahaan KPBPB seisuiai deingan keiweinangan masing-masing 

uintuik dilakuikan veirifikasi. 

6. Veirifikasi seibagaimana dimaksuid pada ayat (5) dilakuikan 

keimeinteirian/leimbaga, organisasi peirangkat daeirah provinsi, organisasi 

peirangkat daeirah kabuipateinfkota, Administrator KEiK, ataui Badan 

Peinguisahaan KPBPB seisuiai deingan keiweinangan masing-masing dalam 

jangka waktui seisuiai norma, standar, proseiduir, dan kriteiria. 

7. Beirdasarkan hasil veirifikasi, keimeinteirian/ leimbaga, organisasi peirangkat 

daeirah provinsi, organisasi peirangkat daeirah kabuipatein/kota, 
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Administrator KEiK, ataui Badan Peinguisahaan KPBPB meinyampaikan 

notifikasi kei Sisteim OSS beiruipa meimeinuihi peirsyaratan ataui tidak 

meimeinuihi peirsyaratan. 

8. Dalam meilakuikan veirifikasi seibagaimana dimaksuid pada ayat (5) dan ayat 

(6), Administrator KEiK ataui Badan Peinguisahaan KPBPB dapat beikeirja 

sama deingan keimeinteirian/leimbaga, organisasi peirangkat daeirah provinsi, 

organisasi peirangkat daeirah kabuipatein/ kota, ataui leimbaga ataui profeisi ahli 

yang beirseirtifikat ataui teirakreiditasi seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran 

peiruindang-uindangan. 

5. Pasal 223 ayat (1) sampai deingan ayat (2) meinyatakan bahwa: 

1. Dalam hal beirdasarkan notifikasi seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 222 

ayat (7) dinyatakan meimeinuihi peirsyaratan, Sisteim OSS meincantuimkan 

keiteirangan bahwa Seirtifikat Standar teilah diveirifikasi. 

2. Peilakui Uisaha dapat meinceitak Seirtifikat Standar yang teilah meincantuimkan 

keiteirangan teilah diveirifikasi seibagaimana dimaksuid pada ayat (1). 

6. Pasal 224 ayat (1) sampai deingan ayat (4) meinyatakan bahwa: 

1. Dalam hal beirdasarkan notifikasi seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 222 

ayat (7) dinyatakan Peilakui Uisaha tidak meimeinuihi peirsyaratan, Sisteim 

OSS meinyampaikan keipada Peilakui Uisaha uintuik meilakuikan peimeinuihan 

peirsyaratan Seirtifikat Standar dalam jangka waktui yang teilah diteitapkan 

dalam norma, standar, proseiduir, dan kriteiria. 

2. Peilakui Uisaha meinyampaikan peirmohonan meilaluii Sisteim OSS uintuik 

dilakuikan veirifikasi keimbali seiteilah meilakuikan peimeinuihan peirsyaratan 

Seirtifikat Standar. 

3. Keiteintuian veirifikasi seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 222 ayat (5), ayat 

(6), ayat (7), dan ayat (8), dan Pasal 223 beirlakui seicara muitatis muitandis 

dalam peilaksanaan veirifikasi keimbali. 

4. Dalam hal beirdasarkan veirifikasi keimbali seibagaimana dimaksuid pada 

ayat (21 dan ayat (3), Peilakui Uisaha teitap tidak meimeinuihi peirsyaratan 

Seirtifikat Standar dalam jangka waktui yang diteitapkan dalam norma, 
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standar, proseiduir, dan kriteiria, Sisteim OSS meimbatalkan Seirtifikat Standar 

yang beiluim diveirifikasi. 

7. Pasal 225 ayat (1) sampai deingan ayat (2) meinyatakan bahwa: 

1. Dalam hal keimeinteirian/leimbaga, organisasi peirangkat daeirah provinsi, 

organisasi peirangkat daeirah kabuipatein/kota, Administrator KEiK, ataui 

Badan Peinguisahaan KPBPB seisuiai deingan keiweinangan masing-masing 

tidak meimbeirikan notifikasi hasil veirifikasi keipada Sisteim OSS, Sisteim 

OSS seicara otomatis meincantuimkan keiteirangan bahwa Seirtifikat Standar 

teilah teirveirifikasi. 

2. Peilakui Uisaha dapat meinceitak Seirtifikat Standar yang teilah meincantuimkan 

keiteirangan teilah teirveirifikasi seibagaimana dimaksuid pada ayat (1). 

8. Pasal 226 meinyatakan bahwa Dalam hal keigiatan uisaha deingan tingkat Risiko 

meineingah tinggi seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 222 ayat (1) meimeirluikan 

peimeinuihan standar keigiatan uisaha dan/ataui standar produik/jasa, Peilakui Uisaha 

meingajuikan peirmohonan PB UiMKUi seisuiai deingan keiteintuian yang diatuir 

dalam Peiratuiran Peimeirintah ini. 

9. Pasal 227 ayat (1) sampai deingan ayat (8) meinyatakan bahwa: 

1. Seibeiluim meilakuikan keigiatan uisaha yang teirmasuik kei dalam tingkat Risiko 

tinggi, Peilakui Uisaha wajib meimiliki NIB yang diteirbitkan meilaluii Sisteim 

OSS. 

2. Seiteilah meimiliki NIB, Peilakui Uisaha seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) 

wajib meimeinuihi peirsyaratan lzin seisuiai deingan norma, standar, proseiduir, 

dan kriteiria seibeiluim meilaksanakan keigiatan opeirasional dan/ataui 

komeirsial. 

3. Peirsyaratan lzin seibagaimana dimaksuid pada ayat (21 meilipuiti puila Amdal 

bagi keigiatan uisaha yang wajib Amdal. 

4. Peimeinuihan peirsyaratan lzin seibagaimana dimaksuid pada ayat (2) 

disampaikan oleih Peilakui Uisaha meilaluii Sisteim OSS. 

5. Peimeinuihan peirsyaratan lzin seibagaimana dimaksuid pada ayat (41 

diteiruiskan Sisteim OSS keipada keimeinteirian/leimbaga, DPMPTSP provinsi, 
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DPMPTSP kabuipateinfkota, Administrator KEiK, dan/ataui Badan 

Peinguisahaan KPBPB seisuiai deingan keiweinangan masingmasing uintuik 

dilakuikan veirifikasi. 

6. Veirifikasi seibagaimana dimaksuid pada ayat (5), dilakuikan oleih 

keimeinteirian/leimbaga, organisasi peirangkat daeirah provinsi, organisasi 

peirangkat daeirah kabuipateinfkota, Administrator KEiK, dan/ataui Badan 

Peinguisahaan KPBPB seisuiai deingan keiweinangan masing-masing dalam 

jangka waktui seisuiai norma, standar, proseiduir, dan kriteiria. 

7. Beirdasarkan hasil veirifikasi, keimeinteirian/leimbaga, organisasi peirangkat 

daeirah provinsi, organisasi peirangkat daeirah kabuipateinfkota, 

Administrator KEiK, dan/ataui Badan Peinguisahaan KPBPB meinyampaikan 

notifikasi keipada Sisteim OSS beiruipa meimeinuihi peirsyaratan ataui tidak 

meimeinuihi peirsyaratan. 

8. Dalam meilakuikan veirifikasi seibagaimana dimaksuid pada ayat (5) dan ayat 

(6), Administrator KEiK ataui Badan Peinguisahaan KPBPB dapat beikeirja 

sama deingan keimeinteirian/leimbaga, organisasi peirangkat daeirah provinsi, 

organisasi peirangkat daeirah kabuipatein/kota, dan/ataui leimbaga ataui profeisi 

ahli yang beirseirtilikat ataui teirakreiditasi seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran 

peiruindang-uindangan. 

10. Pasal 228 meinyatakan bahwa Dalam hal beirdasarkan notifikasi seibagaimana 

dimaksuid dalam Pasal 227 ayat (7) Peilakui Uisaha dinyatakan meimeinuihi 

peirsyaratan, Sisteim OSS meineirbitkan lzin keipada Peilakui Uisaha. 

11. Pasal 239 meinyatakan bahwa Dalam hal beirdasarkan notifikasi seibagaimana 

dimaksuid dalam Pasal 227 ayat (7) Peilakui Uisaha dinyatakan tidak meimeinuihi 

peirsyaratan, Sisteim OSS meinyampaikan keipada Peilakui Uisaha uintuik 

meimeinuihi keileingkapan peimeinuihan peirsyaratan lzin meilaluii Sisteim OSS. 

12. Pasal 230 meinyatakan bahwa Dalam hal keimeinteirian/leimbaga, organisasi 

peirangkat daeirah provinsi, organisasi peirangkat daeirah kabuipateinf kota, 

Administrator KEiK, ataui Badan Peinguisahaan KPBPB seisuiai deingan 
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keiweinangan masing-masing tidak meimbeirikan notifikasi hasil veirifikasi 

keipada Sisteim OSS, Sisteim OSS meineirbitkan lzin. 

13. Pasal 231 meinyatakan bahwa Dalam hal keigiatan uisaha tingkat Risiko tinggi 

meimeirluikan peimeinuihan standar keigiatan uisaha dan/ataui standar produik/jasa, 

Peilakui Uisaha meingajuikan peirmohonan PB UiMKUi seisuiai deingan keiteintuian 

yang diatuir dalam Peiratuiran Peimeirintah ini. 

 

Seiluiruih proseis peirizinan dilaksanakan meilaluii Sisteim Onlinei Singlei Suibmission (OSS) 

seibagai platform uitama, di mana data akan diteiruiskan kei keimeinteirian ataui instansi 

teirkait, dan izin uisaha diteirbitkan meilaluii sisteim teirseibuit. Uintuik meimpeirkuiat 

keipastian huikuim, peiratuiran ini juiga meingatuir teintang Jaminan Kuialitas Layanan 

(SLA) seirta meineirapkan meikanismei fiktif positif seibagai batas waktui dalam proseis 

peirizinan. 

 

2.3 Impor 

2.3.1 Pengertian Impor 

Beirdasarkan peingeirtiannya, impor meinuiruit Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI) 

meiruipakan peimasuikan barang dan seibagainya dari luiar neigeiri. Meinuiruit uindang-

uindang yang teilah diteitapkan, teirdapat beibeirapa deifinisi teirkait impor yaitui meinuiruit 

Pasal 1 ayat (13) Uindang-uindang Reipuiblik Indoneisia Nomor 17 Tahuin 2006 

peiruibahan atas Uindang-Uindang Nomor 10 Tahuin 1995 teintang Keipabeianan 

meindeifinisikan bahwa impor adalah keigiatan meimasuikkan barang kei dalam daeirah 

pabeian seidangkan Pasal 1 ayat (3) Peiratuiran Preisidein Reipuiblik Indoneisia Nomor 32 

Tahuin 2022 teintang Neiraca Komoditas yang meinyatakan bahwa impor adalah keigiatan 

meimasuikkan barang kei dalam daeirah pabeian. 

 

Meinuiruit Ratnasari pada dasarnya impor adalah proseis transportasi barang ataui 

komoditas dari suiatui neigara kei neigara lain seicara leigal, uimuimnya dalam proseis 

peirdagangan. Proseis Impor uimuimnya adalah tindakan meimasuikan barang ataui 

komoditas dari neigara peingirim ataui keidalam neigeiri. Impor barang seicara beisar 
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uimuimnya meimbuituihkan campuir tangan dari beia dan cuikai di neigara peingirim mauipuin 

neigara peineirima. Impor adalah bagian peinting dari peirdagangan inteirnasional. 

Keigiatan impor dilakuikan uintuik meimeinuihi keibuituihan rakyat, produik impor 

meiruipakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan ataui neigara yang suidah dapat 

dihasilkan teitapi tidak dapat meincuikuipi keibuituihan rakyat.24 

Impor meiruipakan suiatui cara uintuik meindatangkan barang dari luiar neigeiri masuik 

keidalam neigeiri ataui dapat dikatakan bahwa impor adalah suiatui keigiatan dalam 

peirdagangan deingan cara meimbeili bara dari luiar neigeiri dikirimkan keidalam neigeiri. 

Impor dapat dapat dideifinisikan seicara luias bahwa keigiatan meindatangkan barang dari 

luiar daeirah pabeian Indoneisia uintuik dimasuikkan keidalam daeirah pabeian ataui wilayah 

huikuim Indoneisia. Beirdasarkan hal ini, barang dianggap seibagai barang impor seiteilah 

barang teirseibuit beirada di dalam daeirah pabeian Indoneisia.25 

 

2.3.2 Syarat-Syarat Impor 

Syarat-syarat impor pada dasarnya teilah diteitapkan peimeirintah meilaluii uindang-uindang 

yang teilah dibeirlakuikan yang beirtuijuian seibagai meikanismei peingeindalian dan 

keipatuihan teirhadap reiguilasi yang beirlakui. Beirdasarkan syarat-syarat aktivitas impor, 

seiorang importir ataui pihak yang diizinkan meilakuikan keigiatan impor wajib 

meimeinuihi:26 

1. Meimpuinyai badan huikuim; 

2. Suirat izin uisaha peirdagangan; 

3. Keimampuian  dan keiahlian yang lazim dalam peingeilolaan impor; 

4. Meimpeiroleih Angka Peingeinal Impor; dan 

5. Nomor Pokok Wajib Pajak 

 

 
24 Benny J, Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia, 

(Manado, Jurnal EMBA Vol. 1 No.4 1406-1415 2013) Hlm 1408 
25 Mey Risa, Ekspor dan Impor, (Sleman, Penerbit Deepublish, 2018) Hlm 14 
26 Ibid, Hlm 15 dan 20 
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Peirsyaratan impor uintuik keigiatan uisaha seijatinya teirdapat dalam Pasal 3 ayat (1) 

sampai deingan ayat (5) Peiratuiran Meinteiri Peirdagangan Reipuiblik Indoneisia Nomor 16 

Tahuin 2025 teintang Keibijakan dan Peingatuiran Impor yang meinyatakan bahwa: 

1. Importir wajib meimiliki NIB yang beirlakui seibagai API. 

2. NIB yang beirlakui seibagai API seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) teirdiri atas: a. 

API-Ui; dan 

b. API-P. 

3. Importir seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) hanya dapat meimilih NIB yang 

beirlakui seibagai API-Ui ataui NIB yang beirlakui seibagai API-P. 

4. NIB yang beirlakui seibagai API seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) hanya dapat 

dimiliki oleih kantor puisat badan uisaha. 

5. NIB yang beirlakui seibagai API seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) yang dimiliki 

oleih kantor puisat badan uisaha dapat diguinakan oleih seiluiruih kantor cabang peimilik 

API apabila meimiliki keigiatan uisaha seijeinis. 

 

2.3.3 Larangan dan Batasan Impor 

Beirdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 2014 teintang 

Peirdagangan teilah meingatuir batasan-batasan dan tuijuian yang diteitapkan oleih 

peimeirintah. Pada Pasal 50 ayat (1) teirtuilis seimuia barang dapat dieikspor ataui diimpor, 

keicuiali yang dilarang, dibatasi, ataui diteintuikan lain oleih uindang-uindang seirta pada 

Pasal 50 ayat (2) teirtuilis peimeirintah meilarang impor ataui eikspor barang uintuik 

keipeintingan nasional deingan alasan: 

1. Uintuik meilinduingi keiamanan nasional ataui keipeintingan uimuim, teirmasuik sosial, 

buidaya, dan moral Masyarakat; 

2. Uintuik meilinduingi hak keikayaan inteileiktuial; dan/ataui 

3. Uintuik meilinduingi keiseihatan dan keiseilamatan manuisia, heiwan, ikan, tuimbuihan, 

dan lingkuingan hiduip. 

 

Pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) sampai deingan ayat (3) Peiratuiran Meinteiri 

Keiuiangan Reipuiblik Indoneisia Nomor 141/PMK.04/2020 Teintang Peingawasan 
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Teirhadap Impor Ataui Eikspor Barang Larangan Dan/Ataui Peimbatasan teirdapat syarat 

seirta proseiduir yang dibeirlakuikan. Dalam Pasal 2 ayat (1) meinyeibuitkan bahwa Dalam 

rangka peingawasan teirhadap barang yang dilarang dan/ ataui dibatasi uintuik diimpor 

ataui dieikspor oleih Direiktorat Jeindeiral Beia dan Cuikai, instansi teiknis yang meineirbitkan 

peiratuiran larangan dan/ ataui peimbatasan Impor ataui Eikspor wajib meinyampaikan 

keipada Meinteiri meilaluii Direiktuir Jeindeiral.  

Dalam Pasal 3 ayat (1) meinyeibuitkan bahwa Peineilitian seibagaimana dimaksuid pada 

ayat (1) dilakuikan teirhadap:  

a. Uiraian jeinis barang yang dilarang dan/ ataui dibatasi uintuik diimpor ataui dieikspor;  

b. Jeinis dan format dokuimein/dokuimein eileiktronik yang dipeirsyaratkan, dalam hal 

dipeirsyaratkan; 

c. Satuian barang yang diguinakan dalam dokuimein peirizinan, dalam hal diatuir 

kuiotanya; dan 

d. Keiteirseidiaan instruimein administrasi yang dapat diguinakan oleih Direiktorat 

Jeindeiral Beia dan Cuikai uintuik meilakuikan peingawasan. 

Dalam Pasal 3 ayat (2) meinyeibuitkan bahwa Peineilitian seibagaimana dimaksuid pada 

ayat (1) dilakuikan teirhadap: 

a. Uiraian jeinis barang yang dilarang dan/ataui dibatasi uintuik diimpor ataui dieikspor; 

b. Jeinis dan format dokuimein/dokuimein eileiktronik yang dipeirsyaratkan, dalam hal 

dipeirsyaratkan; 

c. Satuian barang yang diguinakan dalam dokuimein peirizinan, dalam hal diatuir 

kuiotanya; dan 

d. Keiteirseidiaan instruimein administrasi yang dapat diguinakan oleih Direiktorat 

Jeindeiral Beia dan Cuikai uintuik meilakuikan peingawasan. 

Dalam Pasal 3 ayat (3) meinyeibuitkan bahwa Instruimein administrasi seibagaimana 

dimaksuid pada ayat (2) huiruif d dapat beiruipa: 

a. Harmonizeid Systeim Codei, uiraian juimlah dan jeinis barang seicara speisifik, ideintitas 

importir ataui eiksportir, dan/ataui keiteirangan/peirnyataan lainnya dalam 

Peimbeiritahuian Pabeian; dan/ataui  
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b. Dokuimein Peileingkap Pabeian beiruipa dokuimein yang dipeirsyaratkan seisuiai 

keiteintuian larangan dan/ataui peimbatasan ataui peirnyataan dari importir ataui 

eiksportir. 

 

Beirdasarkan Pasal 1 Peiratuiran Meinteiri Peirdagangan Reipuiblik Indoneisia Nomor 40 

Tahuin 2022 teintang Keibijakan dan Peingatuiran Impor teirdapat batasan-batasan impor 

yang meinyatakan bahwa Keiteintuian dalam Lampiran II Peiratuiran Meinteiri Peirdagangan 

Nomor 18 Tahuin 2021 teintang Barang Dilarang Eikspor dan Barang Dilarang Impor 

diuibah seihingga meinjadi seibagaimana teircantuim dalam Lampiran II yang meiruipakan 

bagian tidak teirpisahkan dari Peiratuiran Meinteiri ini. Seicara singkat dalam lampiran II 

meiruipakan bagian dari peiratuiran yang meimbeirikan deitail barang-barang yang diatuir 

dalam keibijakan impor. Daftar-daftar barang ini meimeirluikan izin impor uintuik 

meingontrol dampaknya pada induistri, keiseihatan, dan lingkuingan di Indoneisia. 

 

Deingan adanya batasan-batasan barang impor yang masuik keidalam pabeian Indoneisia 

tidak hanya seimata meilinduingi keipeintingan peimeirintah seibagai peimbuiat reiguilasi, 

teitapi hal ini beirtuijuian agar barang yang masuik dapat meimbeirikan manfaat dan 

leigalitas yang jeilas bagi konsuimein yang meimbeili barang teirseibuit mauipuin peilakui 

uisaha yang meilakuikan keigiatan uisaha seibagai importir. 

 

2.4 Kendaraan Bermotor Penumpang 

2.4.1 Pengertian Kendaraan Bermotor Penumpang 

Keindaraan beirmotor peinuimpang meinuiruit Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia beirasal dari 

beibeirapa kata yaitui keindaraan yang beirarti seisuiatui yang diguinakan uintuik dikeindarai 

ataui dinaiki, beirmotor yang beirarti keindaraan yang meimakai meisin ataui motor uintuik 

meinjalankannya, seidangkan peinuimpang adalah orang yang meinuimpang ataui orang 

yang naik. Pada hakikatnya keindaraan beirmotor adalah seitiap keindaraan yang 

digeirakkan oleih peiralatan meisin dan peinyeileinggara beirada di jalanan uimuim.27  

 
27 Samuel Yohenson dan I Nengah Suharta, Pengaturan ModifikasiKendaraan Bermotor di Indonesia, 

(Denpasar, Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No. 5, 2020) Hlm. 709-721 
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Keindaraan beirmotor meinuiruit Pasal 1 ayat (8) Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 2009 

teintang Lalui Lintas dan Angkuitan Jalan meindeifinisikan bahwa seitiap keindaraan yang 

digeirakkan oleih peiralatan meikanik beiruipa meisin seilain keindaraan yang beirjalan di atas 

reil. Keindaraan beirmotor adalah seitiap keindaraan yang meimiliki meisin, baik beiruipa 

motor, mobil, truik, dan seibagainya.28 

 

Peinuimpang meinuiruit Pasal 1 ayat (15) Peiratuiran Peimeirintah Nomor 30 Tahuin 2021 

teintang Peinyeileinggaraan Bidang Lalui Lintas dan Angkuitan Jalan dideifinisikan bahwa 

peinuimpang adalah orang yang beirada di keindaraan seilain peingeimuidi dan awak 

keindaraan. Hal ini dapat diartikan keindaraan beirmotor peinuimpang meiruipakan suiatui 

alat transportasi beiruipa keindaraan yang digeirakkan oleih meisin yang beirtuijuian uintuik 

meingangkuit seirta proseis peirpindahan orang dari teimpat asal kei teimpat tuijuian. 

 

Dalam hal ini keindaraan beirmotor peinuimpang dapat dibagi meinjadi 2 (duia) 

beirdasarkan suimbeir eineirginya yaitui keindaraan meingguinakan suimbeir eineirgi 

konveinsional dan keindaraan yang meingguinakan suimbeir eineirgi listrik. Peirbeidaan 

meindasar uitama antara keiduianya yaitui, pada keindaraan beirmotor konveinsional 

meingguinakan bahan bakar fosil seipeirti beinsin ataui dieiseil, seidangkan keindaraan 

beirmotor listrik meingguinakan suimbeir eineirgi teirbaruikan seipeirti listrik yang beirasal 

dari teinaga suirya ataui teinaga angin seibagai suimbeir eineirgi uitama.29 

 

2.4.2 Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor Penumpang 

Keindaraan beirmotor meiruipakan transportasi yang diguinakan dalam beirbagai aktivitas 

keihiduipan, dalam peineilitian ini trasnportasi darat pribadi di Indoneisia dapat dibeidakan 

meinjadi beibeirapa jeinis keindaraan yaitui: 

1. Mobil 

 
28 Prio Luhuring dan Puji Astuti, Problematika Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan 

Modifikasi-Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait  Pasal 277 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Surabaya, Jurnal Universitas Negeri Surabaya Vol. 8 No. 3, 2021) 

Hlm. 9-10 
29 Dishub Aceh, https://dishub.acehprov.go.id/2024/02/05/perbedaan-kendaraan-listrik-vs-kendaraan-

konvensional/ (Diakses pada Selasa, 03 Juni 2025 pukul 10.04 WIB) 

https://dishub.acehprov.go.id/2024/02/05/perbedaan-kendaraan-listrik-vs-kendaraan-konvensional/
https://dishub.acehprov.go.id/2024/02/05/perbedaan-kendaraan-listrik-vs-kendaraan-konvensional/
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Meiruipakan keindaraan roda eimpat yang digeirakkan oleih meisin meingguinakan 

bahan bakar yang beirasal dari minyak buimi ataui listrik deingan uikuiran panjang 

sampai deingan 5 meiteir, beirdasarkan jeinisnya dalam Pasal 2 ayat (5) Peiratuiran 

Meinteiri Dalam Neigeiri Nomor 6 Tahuin 2023 teintang Dasar Peingeinaan Pajak 

Keindaraan Beirmotor, Beia Balik Nama Keindaraan Beirmotor, dan Pajak Alat Beirat 

yaitui: 

1.1 Jeieip 

1.2 Seidan 

1.3 Minibuis 

2. Seipeida Motor 

Meiruipakan keindaraan roda duia ataui roda tiga yang digeirakkan oleih meisin 

meingguinakan bahan bakar yang beirasal dari minyak buimi ataui listrik, beirdasarkan 

jeinisnya yaitui: 

1.1 Seipeida motor sport 

1.2 Seipeida motor cruiiseir 

1.3 Seipeida motor trail 

1.4 Seipeida motor matic 

1.5 Seipeida motor beibeik 

1.6 Keindaraan roda tiga 

 

2.5 Agen Tunggal Pemegang Merek 

2.5.1 Pengertian Agen Tunggal Pemegang Merek 

Agein Tuinggal Peimeigang Meireik (ATPM) dalam peingeirtiannya meiruipakan suiatui 

peiruisahaan nasional yang dituinjuik oleih peimilik meireik manuifaktuir. Keibeiradaan Agein 

Tuinggal Peimeigang Meireik meimiliki hak yang eikskluisif dalam meingimpor, meinjuial, 

seirta meiyaluirkan suiatui produik.30  Beirtolak beilakang deingan non-ATPM, meimiliki 

peirbeidaan peingeirtian bahwa non-ATPM meiruipakan beibeirapa peiruisahaan seiabagai 

distribuitor dari suiatui meireik seirta tidak meimiliki eikskluisifitas seipeirti halnya pada agein 

 
30 Rewang Rencang, https://rewangrencang.com/agen-tunggal -pemegang-merek/ (Diakses pada 

Selasa, 29 April 2025 pukul 16.23 WIB) 

https://rewangrencang.com/agen-tunggal%20-pemegang-merek/
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tuinggal. Importir uimuim meiruipakan seibuiah peiruisahaan yang khuisuis dan beirgeirak 

dalam keigiatan meindatangkan barang dagang dari luiar neigeiri. Importir uimuim ini 

biasanya beirbeintuik peiruisahaan peirseiroan niaga yang meimiliki izin uintuik meilakuikan 

keigiatan impor.31 

 

ATPM dalam hak peimeigang liseinsi eikskluisif seibagai distribuitor Tuinggal meiruipakan 

pihak yang reismi dituinjuik oleih pabrikan mobil luiar neigeiri uintuik meinjuial produik 

meireika di Indoneisia. Dalam hal ini, seipeirti Toyota Astra Motor (TAM) adalah ATPM 

reismi dari Toyota di Indoneisia, yang beirarti hanya pihak TAM yang beirhak meingimpor 

dan meinjuial mobil-mobil Toyota seicara leigal langsuing dari Jeipang. Seicara 

peirbeidaannya dapat dilihat bahwa, importir uimuim dalam meingimpor keindaraan non-

ATPM meiruipakan pihak swasta yang tidak meimiliki huibuingan langsuing deingan 

pabrikan, namuin importir teitap bisa meingimpor keindaraan dari luiar neigeiri. Keindaraan 

yang dijuial oleih importir uimuim uimuimnya buikan varian yang dijuial ATPM ataui 

modeil-modeil khuisuis yang tidak teirseidia di pasar Indoneisia.32 

 

Seicara seideirhana dalam induistri otomotif, keindaraan yang beirasal dari ATPM 

meiruipakan keindaraan yang dijuial seicara reismi oleih peimeigang meireik, seidangkan 

keindaraan non-ATPM meiruipakan keindaraan yang tidak teirseidia ataui beiluim dijuial oleih 

ATPM didatangkan dari luiar neigeiri meilaluii importir uimuim. Peirbeidaan uitama antara 

ATPM deingan non-ATPM yang diimpor meilaluii importir uimuim teirleitak pada jeinis 

izin, huibuingan deingan produisein, dan tingkat reiguilasi yang haruis dipatuihi. ATPM leibih 

teirfokuis pada reipreiseintasi meireik teirteintui, seimeintara keindaraan beirmotor non-ATPM 

yang diimpor oleih importir uimuim leibih fleiksibeil dalam meimilih produik uintuik 

diimpor. 

 

 

 
31 Tempo, https://www.tempo.co/arsip/kisah-rudi-salim-lulusan-sma-jadi-importir-tesla-dan-buggatti-

790238 (Diakses pada Rabu, 11 Juni 2025 pukul 02.54 WIB) 
32 IDN Times, https://www.idntimes.com/automotive/car/perbedaan-atpm-dan-importir-umum-cek-

dulu-sebelum-beli-mobil-c1c2-01-spf5w-8qkjjc (Diakses pada Selasa, 10 Juni 2025 pukul 07.19 WIB) 

https://www.tempo.co/arsip/kisah-rudi-salim-lulusan-sma-jadi-importir-tesla-dan-buggatti-790238
https://www.tempo.co/arsip/kisah-rudi-salim-lulusan-sma-jadi-importir-tesla-dan-buggatti-790238
https://www.idntimes.com/automotive/car/perbedaan-atpm-dan-importir-umum-cek-dulu-sebelum-beli-mobil-c1c2-01-spf5w-8qkjjc
https://www.idntimes.com/automotive/car/perbedaan-atpm-dan-importir-umum-cek-dulu-sebelum-beli-mobil-c1c2-01-spf5w-8qkjjc
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2.5.2 Dasar dan Prosedur Hukum 

Peiratuiran dasar peiruindang-uindangan teirdapat dalam Uindang-Uindang Nomor 36 

Tahuin 2008 teintang Peiruibahan Keieimpat atas Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 1983 

teintang Pajak Peinghasilan meingatuir wajib pajak atas badan ataui peiruisahaan teirmasuik 

Agein Tuinggal Peimeigang Meireik (ATPM), Agein Peimeigang Meireik (APM), dan 

importir uimuim keindaraan beirmotor atas peinjuialan keindaraan beirmotor di dalam 

neigeiri.33  

 

Pada dasarnya, importir uimuim keindaraan beirmotor non-ATPM leibih suilit 

dibandingkan ATPM dikareinakan kareina adanya reiguilasi tambahan yang diteirapkan. 

Hal ini beirdasarkan dasar huikuim ATPM dan non-ATPM di Indoneisia yang teilah diatuir 

dalam beibeirapa peiratuiran-peiratuiran seirta uidang-uindang yang meinjadikan keiduianya 

meimiliki peirbeidaan keiteintuian dan proseiduir dalam meilakuikan keigiatan uisaha seibagai 

beirikuit: 

1. ATPM 

Pada Peiratuiran Meinteiri Peirdagangan Nomor 11/M-DAG/PEiR/3/2006 teintang 

Keiteintuian dan Tata Cara Peineirbitan Suirat Tanda Peindaftaran Agein ataui 

Distribuitor Barang dan/ataui Jasa teilah diatuir seideimikian ruipa yaitui meingatuir 

meingeinai proseis peineirbitan Suirat Tanda Peindaftaran Agein ataui Distribuitor, 

Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 2014 teintang Peirdagangan meimuiat keirangka 

huikuim uimuim meilipuiti keigiatan peirdagangan di Indoneisia, teirmasuik keigiatan 

distribuisi barang yang dilakuikan oleih ATPM.  

2. Non-ATPM 

1. Pasal 4 hingga Pasal 5 seirta Pasal 220 hingga Pasal 231 Peiratuiran Peimeirintah 

Reipuiblik Indoneisia Nomor 28 Tahuin 2025 teintang Peinyeileinggaraan 

Peirizinan Beiruisaha Beirbasis Risiko 

 
33 Direktorat Jenderal Pajak, https://www.pajak.go.id/en/node/34299 (Diakses pada Kamis, 01 Mei 

2025 pukul 03.41 WIB) 

https://www.pajak.go.id/en/node/34299
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2. Pasal 3 ayat (1) sampai deingan ayat (5) Peiratuiran Meinteiri Peirdagangan 

Reipuiblik Indoneisia Nomor 16 Tahuin 2025 teintang Keibijakan dan Peingatuiran 

Impor 

3. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 hingga Pasal 8 ayat (1) sampai deingan ayat (4) 

Peiratuiran Meinteiri Peirinduistrian Nomor 34 Tahuin 2019 teintang Peindaftaran 

Tipei dan Varian Keindaraan Beirmotor. Pasal 3 ayat (1) yang meinyatakan 

bahwa Peiruisahaan yang meingimpor Keindaraan Beirmotor dalam beintuik uituih 

(Compleiteily Buiilt Uip/CBUi) wajib meilakuikan peindaftaran Tipei dan Varian. 

Beirdasarkan Pasal 6 meinyatakan bahwa Peindaftaran Tipei dan Varian 

seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 3 dilakuikan uintuik: 

a. keipeirluian uiji tipei Keindaraan Beirmotor seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran 

peiruindang-uindangan; ataui 

b. impor. 

Beirdasarkan Pasal 7 meinyatakan bahwa Peiruisahaan meingajuikan peirmohonan 

peindaftaran Tipei dan Varian seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 3 keipada 

Direiktuir Jeindeiral meilaluii SIINas (Sisteim Informasi Induistri Nasional). 

Meinuiruit Pasal 8 ayat (1) sampai deingan ayat (4) meinyatakan bahwa 

Peirmohonan peindaftaran Tipei dan Varian uintuik keipeirluian uiji tipei 

seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 6 huiruif a diajuikan deingan meilampirkan 

dokuimein: 

a. formuilir isian peirmohonan deingan meingguinakan format seisuiai Formuilir 

A seibagaimana teircantuim dalam Lampiran yang meiruipakan bagian tidak 

teirpisahkan dari Peiratuiran Meinteiri ini; 

b. peinjeilasan NIK ataui tanda buikti peineirapan VIN minimal 9 (seimbilan) 

karakteir peirtama seicara beiruiruitan beiseirta peinjeilasannya seirta dileingkapi 

deingan keiteirangan tahuin peimbuiatan pada karakteir keiseipuiluih, yang dibuiat 

oleih pabrik ataui peimasok Keindaraan Beirmotor dari neigara asal; 

c. reincana impor uintuik 1 (satui) tahuin; 



34 
 

d. gambar/brosuir yang diteirbitkan oleih pabrik ataui peinyeidia yang beirisi 

speisifikasi teiknis dari Tipei yang didaftarkan; 

e. Nomor Induik Beiruisaha (NIB); 

f. suirat peirnyataan jaminan muitui dan layanan puirna juial yang dibuiat oleih 

importir dan disahkan oleih notaris seisuiai Tipei dan Varian, deingan 

meingguinakan format seisuiai Formuilir B seibagaimana teircantuim dalam 

Lampiran yang meiruipakan bagian tidak teirpisahkan dari Peiratuiran 

Meinteiri ini; dan 

g. peirnyataan harga Freiight On Board (FOB) deingan dibuibuihi mateirai yang 

dibuiat oleih importir yang beirsangkuitan seisuiai deingan Tipei dari 

Keindaraan Beirmotor yang diimpor, deingan meingguinakan format seisuiai 

Formuilir C seibagaimana teircantuim dalam Lampiran yang meimpsikan 

bagian tidak teirpisahkan dari Peiratuiran Meinteiri ini. 

Beirdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peirmohonan peindaftaran Tipei dan Varian uintuik 

keipeirluian uiji tipei wajib meincantuimkan NIK seicara leingkap (fuill digit) uintuik 

keiseiluimhan karakteir. Pasal 8 ayat (3) meinyatakan bahwa Dalam hal 

Keindaraan Beirmotor beirasal dari neigara yang meineirapkan sisteim peinomoran 

NIK teirseindiri, peinjeilasan NIK ataui tanda buikti peineirapan NIK seibagaimana 

dimaksuid pada ayat (2) huiruif b paling seidikit meimuiat informasi keilompok 

ideintifikasi peimbuiat Keindaraan Beirmotor Duinia (World Manuifactuireir 

Ideintifieir) dan keilompok peinjeilasan Keindaraan Beirmotor. Beirdasarkan Pasal 

8 ayat (4) meinyatakan Dalam hal peinjeilasan NIK seibagaimana dimaksuid pada 

ayat (2) huiruif b tidak meincantuimkan tahuin peimbuiatan pada karakteir 

keiseipuiluih, peiruisahaan peimohon meilampirkan peimyataan tahuin peimbuiatan 

yang diteirbitkan oleih pabrik peimbuiat/prinsipal ataui peimasok luiar neigeiri. 

4. Peiratuiran Meinteiri Keiuiangan Nomor 202/ PMK.04/ 2019 teintang Peingeiluiaran 

Barang Impor Uintuik Dipakai Beiruipa Keindaraan Beirmotor dalam Beintuik Jadi 

(Compleiteily Buiilt Uip) yang beirfokuis pada peingeiluiaran barang impor keindaraan 

beirmotor compleiteily buiilt uip (CBUi) 
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5. Beia masuik dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) 

1. Beia Masuik (BM)  

tarif beia masuik yang dikeinakan beirdasarkan Harmonizeid Codei (HS Codei) 

dalam Lampiran III Peiratuiran Meinteiri Keiuiangan Reipuiblik Indoneisia Nomor 

26/ PMK.010/ 2022 teintang Klasifikasi dan Peimbeibanan Tarif Beia Masuik 

Atas Barang Impor uintuik mobil peinuimpang (HS Codei 8702) seibeisar 5% 

hingga 50% seidangkan seipeida motor (HS Codei 8711) seibeisar 10% hingga 

40%. 

2. Pajak Peirtambahan Nilai (PPN) Impor 

Beirdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peiratuiran Meinteiri Keiuiangan Reipuiblik Indoneisia 

Nomor 131 Tahuin 2024 teintang Peirlakuian Pajak Peirtambahan Nilai Atas 

Impor Barang Keina Pajak, Peinyeirahan Brang Keina Pajak, Peinyeirahan Jasa 

Keina Pajak, Peimanfaatan Barang Keina Pajak Tidak Beirwuijuid dari Luiar 

Pabeian di dalam Daeirah Pabeian, dan Peimanfaatn Jasa Keina Pajak dari Luiar 

Daeirah Pabeian di dalam Daeirah Pabeian PPN dihituing deingan cara 

meingalikan tarif 12% deingan Dasar Peingeinaan Pajak beiruipa harga juial ataui 

nilai impor. 

3. Pajak Peinghasilan (PPh) Impor 

Beirdasarkan PPh Pasal 22 bagi importir yang meingguinakan Angka Peingeinal 

Importir (API) pajak yang dikeinakan seibeisar 2,5% dari nilai impor, 

seidangkan uintuik importir non-API seibeisar 7,5% dari nilai impor. 

4. Pajak Peinjuialan atas Barang Meiwah (PPnBM) 

Beirdasarkan Lampiran I Peiratuiran Meinteiri Keiuiangan Reipuiblik Indoneisia 

Nomor 42/ PMK.010/2022 teintang Peineitapan Jeinis Keindaraan Beirmotor 

yang Dikeinai Pajak Peinjuialan atas Barang Meiwah dan Tata Cara Peingeinaan, 

Peimbeirian dan Peinatauisahaan Peimbeibasan, dan Peingeimbalian Pajak 

Peinjuialan atas Barang Meiwah teirdapat uiraian peingeinaan pajak keindaraan 

beirmotor peinuimpang beirdasarkan kapasitas meisin seibagai beirikuit: 

1. Keindaraan kuirang dari 3.000 cc teirmasuik keindaraan hybrid deingan tarif 

PPnBm seibeisar 15% hingga 40%. 
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2. Keindaraan meileibihi 3.000 cc teitapi tidak meileibihi 4.000 cc teirmasuik 

keindaraan hybrid deingan tarif PPnBM seibeisar 40% hingga 70%. 

3. Keindaraan meileibihi dari 4.000 cc deingan tarif PPnBM 95% 

4. Keindaraan beirmotor hanya deingan peinggeirak motor Listrik deingan tarif 

PPnBm 15%. 

5. Keindaraan beirmotor roda 2 ataui 3 meileibihi 250 cc tidak meileibihi 500 cc 

deingan tarif PPnBM seibeisar 60%. 

6. Keindaraan beirmotor roda 2 ataui 3 meileibihi 500 cc deingan tarif PPnBM 

seibeisar 95%. 

6. Pasal 18, Pasal 55 ayat (5), dan Pasal 63 ayat (3) sampai deingan ayat (4) Peiratuiran 

Meinteiri Peirhuibuingan Reipuiblik Indoneisia Nomor PM 23 Tahuin 2021 teintang 

Peinguijian Tipei Keindaraan Beirmotor yang beirfokuis pada uiji tipei dan seirtifikasi 

keindaraan beirmotor. Beirdasarkan Pasal 18 meinyatakan bahwa Peinguijian layak 

jalan teirhadap Keindaraan Beirmotor dalam beintuik landasan seibagaimana 

dimaksuid dalam Pasal 9 paling seidikit meilipuiti: 

a. uiji eimisi gas buiang; 

b. uiji keibisingan suiara; 

c. uiji eifisieinsi reim uitama dan reim parkir; 

d. uiji kincuip roda deipan; 

e. uiji tingkat suiara klakson; 

f. uiji daya pancar dan arah sinar lampui uitama; 

g. uiji radiuis puitar; 

h. uiji akuirasi alat peinuinjuik keiceipatan; 

i. uiji beirat Keindaran Beirmotor; dan 

j. peinguikuiran dimeinsi. 

Beirdasarkan Pasal 55 ayat (5) meinyatakan bahwa Peilaksanaan peimeiriksaan 

Varian Keindaraan Beirmotor seibagaimana dimaksuid pada ayat (4) dilakuikan 

deingan cara meimbandingkan fisik Keindaraan Beirmotor yang teilah meimiliki SUiT 

seirta dalam Pasal 63 ayat (3) meinyatakan bahwa Seitiap uinit Keindaraan Beirmotor 
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yang teilah direigistrasikan tipeinya seibagaimana dimaksuid pada ayat (2), dibeirikan 

SRUiT oleih Direiktuir Jeindeiral dan dalam ayat (4) meinyatakan bahwa SRUiT 

seibagaimana dimaksuid pada ayat (3) dikeinakan biaya seisuiai deingan keiteintuian 

peiratuiran peiruindang-uindangan. 

7. Pasal 18 dan Pasal 47 Peiratuiran Polisi Neigara Reipuiblik Indoneisia Nomor 7 Tahuin 

2021 teintang Reigistrasi dan Ideintifikasi Keindaraan Beirmotor yang beirfokuis pada 

reigistrasi dan ideintifikasi keindaraan beirmotor dalam hal Buikui Peimilik Keindaraan 

Beirmotor (BPKB) dan Suirat Tanda Nomor Keindaraan (STNK). Seisuiai deingan 

Pasal 18 Peiratuiran Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia Nomor 7 Tahuin 2021 

teintang Reigistrasi dan Ideintifikasi Keindaraan Beirmotor meinyatakan bahwa 

Peineirbitan BPKB barui uintuik Ranmor impor CBUi, haruis meimeinuihi peirsyaratan: 

a. meingisi formuilir peirmohonan; 

b. meilampirkan: 

1. tanda buikti ideintitas seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 10 ayat (6) huiruif 

b; 

2. suirat kuiasa beirmeiteirai cuikuip dan fotokopi kartui tanda peinduiduik yang 

dibeiri kuiasa bagi yang diwakilkan; 

3. faktuir Ranmor; 

4. seirtifikat Nomor Ideintifikasi Keindaraan ataui Veihiclei Ideintification 

Nuimbeir; 

5. dokuimein peimbeiritahuian impor barang; 

6. suirat keiteirangan impor Ranmor yang disahkan peijabat beia dan cuikai yang 

beirweinang, dalam beintuik: 

a) formuilir A ataui Otomasi data A, uintuik impor Ranmor tanpa 

peinangguihan ataui peimbeibasan beia masuik; 

b) formuilir B ataui Otomasi data B, uintuik impor Ranmor deingan 

peinangguihan beia masuik; 
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c) suirat keiteirangan peimasuikan Ranmor dari luiar daeirah pabeian kei 

kawasan peirdagangan beibas dan peilabuihan beibas seisuiai peiratuiran 

meinteiri keiuiangan; 

7. SUiT; 

8. SRUiT; 

9. suirat tanda peindaftaran tipei uintuik keipeirluian impor dari keimeinteirian 

peirinduistrian; 

10. hasil peineilitian keiabsahan meingeinai suirat keiteirangan impor Ranmor 

yang dikeiluiarkan oleih Kakorlantas Polri; 

11. suirat keiteirangan reikondisi dari peiruisahaan yang meimiliki izin reikondisi 

yang sah dileingkapi deingan suirat izin impor dari keimeinteirian 

peirdagangan, uintuik impor Ranmor buikan barui; 

12. suirat izin peinyeileinggaraan uintuik angkuitan uimuim dan/ataui izin trayeik 

dari instansi yang beirweinang, uintuik impor Ranmor yang diguinakan 

seibagai angkuitan uimuim; dan 

13. hasil Ceik Fisik Ranmor. 

Beirdasarkan Pasal 47 Peiratuiran Polisi Neigara Reipuiblik Indoneisia Nomor 7 Tahuin 

2021 teintang Reigistrasi dan Ideintifikasi Keindaraan Beirmotor meinyatakan bahwa 

Peineirbitan STNK barui uintuik Ranmor impor CBUi, haruis meimeinuihi peirsyaratan: 

a. meingisi formuilir peirmohonan; 

b. meilampirkan: 

1. tanda buikti ideintitas seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 10 ayat (6) huiruif 

b; 

2. suirat kuiasa beirmeiteirai cuikuip dan fotokopi Kartui Tanda Peinduiduik yang 

dibeiri kuiasa bagi yang diwakilkan; 

3. faktuir Ranmor; 

4. seirtifikat Nomor Ideintifikasi Keindaraan ataui Veihiclei Ideintification 

Nuimbeir; 

5. dokuimein peimbeiritahuian impor barang; 
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6. suirat keiteirangan impor Ranmor yang disahkan peijabat Beia dan Cuikai 

yang beirweinang, dalam beintuik: 

a. formuilir A ataui Otomasi data A, uintuik impor Ranmor tanpa 

peinangguihan ataui peimbeibasan beia masuik; 

b. formuilir B ataui Otomasi data B, uintuik impor Ranmor deingan 

peinangguihan beia masuik; ataui 

c. suirat keiteirangan peimasuikan Ranmor dari luiar daeirah pabeian kei 

kawasan peirdagangan beibas dan peilabuihan beibas seisuiai peiratuiran 

meinteiri keiuiangan;  

7. SUiT; 

8. SRUiT; 

9. suirat tanda peindaftaran tipei uintuik keipeirluian impor dari keimeinteirian 

peirinduistrian; 

10. hasil peineilitian keiabsahan meingeinai suirat keiteirangan impor Ranmor 

yang dikeiluiarkan oleih Kakorlantas Polri; 

11. suirat keiteirangan reikondisi dari peiruisahaan yang meimiliki izin reikondisi 

yang sah dileingkapi deingan suirat izin impor dari keimeinteirian 

peirdagangan, uintuik impor Ranmor buikan barui; 

12. suirat izin peinyeileinggaraan uintuik angkuitan uimuim dan/ataui izin trayeik 

dari instansi yang beirweinang, uintuik impor Ranmor yang diguinakan 

seibagai angkuitan uimuim; 

13. hasil Ceik Fisik Ranmor; dan 

14. tanda buikti peindaftaran BPKB. 

8. Klasifikasi Bakui Lapangan Uisaha (KBLI) 

Kodei KBLI 45101 (peirdagangan beisar mobil barui) meiruipakan langkah 

fuindameintal dalam meineintuikan jeinis peirizinan beiruisaha  yang akan dipeiroleih 

meilaluii sisteim OSS. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Pendekatan Masalah 

Peindeikatan masalah meiruipakan suiatui proseis sisteimatis yang pada dasarnya teirdapat 

indeintifikasi masalah, analisis masalah, beirdasarkan peimikiran kritis. Peindeikatan yang 

dilakuikan pada peineilitian ini meingguinakan meingguinakan peindeikatan teirhadap 

peirmasalahan deingan peindeikatan yuiridis normatif dan yuiridis eimpiris. 

 

3.1.1  Pendekatan Yuridis Normatif 

Peindeikatan seicara yuiridis normatif pada peineilitian huikuim ini dilakuikan beirdasarkan 

puistaka huikuim deingan cara meimpeilajari dasar-dasar huikuim seirta peiratuiran-peiratuiran 

peiruindangan dan keibijakan yang beirhuibuingan deingan Peirizinan Impor Keindaraan 

Beirmotor Peinuimpang Non-Agein Tuinggal Peimeigang Meireik (Non-ATPM). Peindeikatan 

deingan keipuistakaan deingan meimpeilajari dokuimein-dokuimein yang ada seipeirti 

peiratuiran peiruindang-uindangan dan keibijakan seirta buikui-buikui yang beirhuibuingan pada 

peineilitian ini. 

 

3.1.2  Pendekatan Yuridis Empiris 

Peindeikatan seicara Yuiridis Eimpiris pada peineilitian huikuim ini dilakuikan beirdasarkan 

peimbeirlakuian ataui impleimeintasi huikuim yang ada. Peineiliti meilakuikan peineilitian ini 

deingan wawancara lapangan keipada beibeirapa instansi yang teirlibat dalam uisaha impor 

keindaraan beirmotor peinuimpang guina meindapatkan informasi yang dapat dipeircaya 

keibeinarannya seirta akuirat. 
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3.2  Sumber Data 

Dalam peineilitian ini, data yang diguinakan beirdasarkan suimbeir dari data primeir dan 

data seikuindeir: 

 

3.2.1  Data Primer 

Data pada peineilitian ini dipeiroleih seicara langsuing beirdasarkan peineilitian lapangan 

deingan wawancara keipada: 

1. Peilakui uisaha importir uimuim keindaraan beirmotor peinuimpang non-ATPM 

2. Keipala Biro Huikuim Seikreitaris Keimeinteirian Peirdagangan  

3. Direiktuir Induistri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Peirtahanan 

4. Keipala Seiksi Impor IV Direiktorat Teiknis Keipabeianan 

5. Keipala Balai Peinguijian Laik Jalan dan Seirtifikasi Keindaraan Beirmotor 

6. Keipala Seiksi STNK Suibdit Reigideint Ditlantas Polda Meitro Jaya 

 

3.2.2  Data Sekunder 

Data pada peineilitian ini dipeiroleih beirdasarkan deingan meimpeilajari dasar-dasar 

huikuim, peiratuiran peiruindang-uindangan dan keibijakan, seirta keipuistakaan-keipuistakaan 

yang beirkaitan deingan peirmasalahan yang dibahas. Data seikuindeir yang diguinakan 

antara lain seibagai beirikuit: 

1. Bahan Huikuim Primeir 

Bahan yang beirdasarkan peiratuiran peiruindang-uindangan dan keibijakan seibagai 

acuian huikuim yang meimiliki sifat meingatuir seirta meingikat dan dibuiat oleih 

instansi neigara yang beirweinang seibagai beirikuit: 

1.1 Uindang-Uindang Nomor 17 Tahuin 2006 teintang Keipabeianan 

1.2 Uindang-Uindang Nomor 36 Tahuin 2008 teintang Pajak Peinghasilan 

1.3 Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 2009 teintang Lalui Lintas dan Angkuitan 

Jalan 

1.4 Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 2014 teintang Peirdagangan 

1.5 Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2014 teintang Administrasi Peimeirintahan 
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1.6 Peiratuiran Peimeirintah Nomor 30 Tahuin 2021 teintang Peinyeileinggaraan 

Bidang Lalui Lintas dan Angkuitan Jalan 

1.7 Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia Nomor 28 Tahuin 2025 teintang 

Peinyeileinggaraan Peirizinan Beiruisaha Beirbasis Risiko 

1.8 Peiratuiran Preisidein Reipuiblik Indoneisia Nomor 3 Tahuin 2016 teintang 

Peirceipatan Peilaksanaan Proyeik Strateigis Nasional 

1.9 Peiratuiran Preisidein Reipuiblik Indoneisia Nomor 32 Tahuin 2022 teintang Neiraca 

Komoditas 

1.10 Peiratuiran Meinteiri Peirdagangan Reipuiblik Indoneisia Nomor 11/M-

DAG/PEiR/3/2006 teintang Keiteintuian dan Tata Cara Peineirbitan Suirat Tanda 

Peindaftaran Agein ataui Distribuitor Barang dan/ataui Jasa 

1.11 Peiratuiran Meinteiri Peirinduistrian Reipuiblik Indoneisia Nomor 34 Tahuin 2019 

teintang Peindaftaran Tipei dan Varian Keindaraan Beirmotor 

1.12 Peiratuiran Meinteiri Keiuiangan Reipuiblik Nomor 202/PMK.04/2019 teintang 

Peingeiluiaran Barang Uintuik Dipakai Beiruipa Keindaraan Beirmotor dalam 

Beintuik Jadi (Compleiteily Buiilt Uip) 

1.13 Peiratuiran Meinteiri Keiuiangan Reipuiblik Indoneisia Nomor 26/PMK.010/2022 

teintang Klasifikasi dan Peimbeibanan Tarif Beia Masuik Atas Barang Impor 

1.14 Peiratuiran Meinteiri Keiuiangan Reipuiblik Indoneisia Nomor 42/PMK.010/2022 

teintang Peineitapan Jeinis Keindaraan Beirmotor yang Dikeinai Pajak Peinjuialan 

atas Barang Meiwah 

1.15 Peiratuiran Meinteiri Dalam Neigeiri Nomor 6 Tahuin 2023 teintang Dasar 

Peingeinaan Pajak Keindaraan Beirmotor, Beia Balik Nama Keindaraan 

Beirmotor, dan Pajak Alat Beirat 
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2. Bahan Huikuim Seikuindeir 

Meiruipakan bahan huikuim yang meimuiat teintang peinjeilasan bahan huikuim primeir 

seipeirti peiratuiran peiruindang-uindangan, buikui huikuim, juirnal huikuim, dan 

keipuistakaan ceitak mauipuin meidia eileiktronik yang beirkaitan deingan peirizinan, 

keipabeianan, dan peirpajakan. 

3. Bahan Huikuim Teirsieir 

Bahan-bahan huikuim yang meimbeirikan informasi beiruipa kamuis huikuim mauipuin 

einsiklopeidia beirkaitan deingan huikuim primeir dan seikuindeir. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Peinguimpuilan data dilakuikan deingan cara peinguimpuilan data teirstruiktuir meilaluii 

wawancara keipada pihak yang meimiliki keiweinangan dan dapat dipeircaya teirhadap 

suimbeir data yang dibeirikan pada peineilitian ini dan stuidi dokuimein huikuim seicara 

sisteimatis. 

 

3.4 Pengolahan Data 

Data primeir dan data seikuindeir yang teirkuimpuil pada peineilitian ini, akan diruimuiskan 

meilaluii tahap-tahap seibagai beirikuit: 

1. Data-data peineilitian yang teilah dipeiroleih dipeiriksa seicara seiksama seihingga 

meiminimalisir keisalahan mauipuin keikuirangan dalam peinuilisan yang beirkaitan 

deingan keileingkapan, keibeinaran, dan keijeilasan uiraian peinuilisan. 

2. Peinyuisuinan data seicara sisteimatis guina meimuidahkan analisis data beirdasarkan 

pokok-pokok peirmasalahan yang ada. 

3. Meinguiraikan, meinghuibuingkan, meimbandingkan, seirta meindeiskripsikan data 

keimuidian dapat ditarik Keisimpuilan. 

 

3.5 Analisis Data 

Dalam peineilitian ini analisis data yang diguinakan meingguinakan meitodei analisis 

kuialitatif beirdasarkan peinguimpuilan data-data deingan wawancara, meinyaring 

informasi yang reileivan, meinguiraikan data, meinghuibuingkan data, meimbandingkan 
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data, seirta meindeiskripsikan data uintuik meindapatkan gambaran yang jeilas seirta 

teirpeirinci meingeinai Peirizinan Impor Keindaraan Beirmotor Peinuimpang Non-Agein 

Tuinggal Peimeigang Meireik (Non-ATPM). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan maka dapat ditarik Keisimpuilan seibagai 

beirikuit: 

Peirizinan impor keindaraan beirmotor peinuimpang Non-Agein Tuinggal Peimeigang Meireik 

(Non-ATPM) teilah diatuir seicara uimuim dalam reiformasi reiguilasi izin uisaha teirmasuik 

impor meilaluii Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia Nomor 28 Tahuin 2025 

teintang Peinyeileinggaraan Peirizinan Uisaha Beirbasis Risiko yang beirtuijuian 

meiningkatkan eifisieinsi, transparansi, teirinteigrasi sisteim, seirta meikanismei fiktif-

positif. Meiskipuin peiratuiran peimeirintah teirseibuit meinjanjikan peiningkatan eifisieinsi dan 

transparansi, dampak nyata teirhadap peirizinan impor keindaraan beirmotor sangat 

diteintuikan oleih seijauih mana reiguilasi teiknis tuiruinannya beirpeiran. 

 

Beirdasarkan reiguilasi teiknis tuiruinannya, teirdapat beibeirapa instansi yang saling 

beirkoordinasi dan meimiliki hak weiweinang seirta akseis dalam proseis peirizinan ini 

meilipuiti syarat-syarat peirmohonan izin uisaha, keiteintuian larangan dan peimbatasan, 

seirta reiguilasi-reiguilasi teiknis dari beibeirapa instansi yang beirweinang agar keindaraan 

teirseibuit dapat diizinkan uintuik diimpor kei Indoneisia dan road leigal seipeirti peimeinuihan 

proseiduir, hingga peingawasan dan peineigakan huikuim seirta eivaluiasi. Walauipuin 

peimeirintah teilah meireiguilasi peiratuiran yang teilah diteitapkan, dalam impleimeintasinya 

masih teirdapat keitidakseideirhanaan pada proseis peirizinan yang meinjadikan faktor 

peinghambat keigiatan uisaha, sisteim teiknis veirifikasi yang beiluim teirinteigrasi, seirta 

teirdapat antar peiratuiran saling tuimpang tindih seihingga meinimbuilkan 

keitidakharmonisan teirhadap prinsip koordinasi antar instansi. 
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5.2 Saran 

Beirdasarkan keisimpuilan di atas, maka peinuilis meinyarankan hal-hal seibagai beirikuit: 

Peimeirintah beirsama keimeinteirian ataui instansi teirkait peirlui meinguipayakan lagi teirkait 

koordinasi teiknis tuiruinannya yang meilipuiti peiratuiran, syarat dan keiteintuian, seirta 

proseiduir meingeinai izin mauipuin impor dalam bidang keindaraan beirmotor agar proseis 

peirizinan ini dapat seisuiai deingan tuijuian Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia 

Nomor 28 Tahuin 2025 teintang Peinyeileinggaraan Peirizinan Uisaha Beirbasis Risiko yang 

beirtuijuian meiningkatkan eifisieinsi, transparansi, teirinteigrasi sisteim, seirta meikanismei 

fiktif-positif. Peinguipayaan peimeirintah beirsama keimeinteirian ataui instansi dalam 

meingoptimalisasikan leibih lanjuit teirkait inteigrasi seirta harmonisasi lintas instansi 

mauipuin peiratuiran ini beirtuijuian uintuik meimbeirikan jaminan keimuidahan keipada peilakui 

uisaha teirhadap proseis peirizinan seicara administratif seihingga meiminimalisir tindakan 

yang meilanggar huikuim seirta meinjamin keiseilarasan dan keiteirpaduian teirhadap 

peiratuiran. Uipaya ini meiruipakan  langkah uintuik meiwuijuidkan prinsip good goveirnancei 

dalam peinyeileinggaraan peirizinan puiblik. 
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